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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :  166/G/2008 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  te l ah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  anta ra  :

PT.  RADIO  SUARA  HARAPAN SEMESTA,  bera lamat  di  J l .  

Borobudur  D-1  Palm  Hi l l  Buki t  Senyum  Batam,  

da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  GATOT SUPRAYITNO 

dalam  kedudukannya  sebaga i  Di rek tu r  Utama  ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Di rek tu r  

Utama  PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta ,  Alamat  

Ja lan  Prambanan  No.  12A  Buki t  Senyum –  Batam,  

da lam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  kuasanya  :  

HENDRAYANA,  S.H. ,  SHOLEH ALI ,  S.H. ,  MUHAMMAD 

HALIM,  S.H.  dan  ENDAR  SUMARSONO,  S.H. ,  

kesemuanya  warga  negara  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat  pada  kanto r  Lembaga Bantuan  Hukum Pers  

( LBH Pers )  yang  bera lamat  di  J l .  Pro f .  Dr .  

Soepomo,  SH. ,  Komplek  BIER No 1A,  Menteng  Dalam,  

Jakar ta  Sela tan  – 12870,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  te r t angga l  2  September  2008  ber t i ndak  

baik  send i r i - send i r i  maupun  bersama- sama  untuk  

dan  atas  nama Pember i  Kuasa,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  

Halaman 1 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PENGGUGAT;

L a w a n  :

- MENTERI  KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA REPUBLIK  INDONESIA,  

berkedudukan  di  Ja lan  Medan Merdeka  Bara t  No.9 ,  

Jakar ta  Pusat ,  yang  dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  

Kuasa  Hukumnya  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  286/M.KOMINFO/  11/2008   tangga l  25 

Nopember  2008,  yang te rd i r i  atas :

1. YAPPI  MANAFE,  SH. ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. USULUDDIN,  SH.MM.,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. SUTARMAN,  SH. ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

4. HERRY  SUMARDIJANTO, 

SH.MSi . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. UNGGUL  SURYOPUTRANTO,  SH. ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. AMIR  SOLEH,  SH. ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

7. INDRA  MAULANA,  SH.LLM. ,  

2

2

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  adalah  Pegawai  pada  Kanto r  Kement r i an  

Negara  Komunikas i  Dan  In fo rmat i k a  Republ i k  

Indones ia  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :  166/PEN- DIS/2008/PTUN.JKT. ,  

tangga l  6  Nopember  2008  ten tang  Penetapan  pemer iksaan  

perkara  dengan Acara  Biasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  166/PEN/2008/PTUN.JKT. ,  tangga l  6 

Nopember  2008  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  166/PEN-

HS/PTUN.JKT/2008  tangga l  18  Nopember  2008  ten tang  

Penetapan  har i  Sidang  Pemer iksaan  Pers iapan ;  - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  166/PEN/2008/PTUN- JKT tangga l  4 

Maret  2009 ten tang  pencabutan  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  166/PEN/2008/PTUN-

Halaman 3 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
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JKT/2008  tangga l  6  Nopember  2008  ten tang  Penunjukkan  

Maje l i s  Hakim  dan  Penunjukkan  Maje l i s  Hakim  baru  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ser ta  

mendengarkan  kete rangan  saks i  ah l i  dar i  p ihak  Penggugat  

ser ta  saks i - saks i  dar i  p ihak  Penggugat  ser ta  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l  23  Oktober  2008  yang  dida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pegad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  23  Oktober  2008  dan  te lah  dipe rba i k i  pada  

Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  9  Desember  2008,  Penggugat  

te lah  menggugat  Terguga t  dengan  mengemukakan  alasan- alasan  

sebaga i  ber i ku t :

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat  ada lah  sebuah  perseroan  te rba tas  yang  

did i r i k an  berdasarkan  hukum Indones ia  yang  bergerak  di  

b idang  jasa  peny ia ran ,  berdomis i l i  d i  J l .  Borobudur  D1,  

Palm  Hi l l  Buki t  Senyum,  Batam  –  29451.  Hal  in i  

berdasarkan  Akta  Pendi r i an  Penggugat  ( Bukt i  P-

1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa yang  menjad i  ob jek  Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha 

4

4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara  ( ”Gugatan  a  quo” )  adalah  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  d ike lua rkan  Menter i  Komunikas i  dan 

In fo rmat i ka  (Terguga t )  berupa  peno lakan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  ( ”IPP” )  yang  dia j ukan  

Penggugat  sebaga imana  Sura t  Keputusan  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17 Ju l i  2008 ten tang  

Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta  ( Bukt i  P- 2) ,  yang  mana hal  in i  

je l as  sangat  merug ikan  kepent i ngan  p ihak  Penggugat  

te rka i t  dengan  usahanya  di  b idang  peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  per iha l  peno lakan  IPP  

yang  dia j ukan  Penggugat  te rsebu t  d ike lua rkan  o leh  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  in  casu  Menter i  Komunikas i  

dan  In fo rmat i ka  ( ”Menkominfo” )  yang  wewenangnya  dia tu r  

berdasarkan  Keten tuan  Pasal  5  ayat  (10)  jo .  Pasal  1 

angka  9  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  50  tahun   2005  

ten tang  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  

Swasta  jo .  Undang- undang  Nomor  32  tahun  2002  ten tang  

Peny ia ran  ( ”UU Penyiaran” ) ;  - - - - - - -

Pasa l  5 ayat  (10)  PP No.  50/2005 :

”Mente r i  menerb i t k an  keputusan  perse tu j uan  atau  

peno lakan  iz i n  penye lenggaraan  peny ia ran  sesua i  dengan  

has i l  kesepaka tan  dar i  Forum  Rapat  Bersama” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1 ayat  (9 )  PP No.  50/2005 :

”Mente r i  ada lah  menter i  yang  ruang  l i ngkup  tugas  dan  

tanggung  jawabnya  di  b idang  komunikas i  dan  

in f o rmat i ka . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

4. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  o leh  Tergugat  

te rsebu t  d iambi l  da lam Forum Rapat  Bersama (FRB)  yang  

mel iba t kan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (KPI )  Pusat  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  7  Pera tu ran  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia   Nomor  3/P /KPI /08 /2006 .  Adapun  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  (KPID)  Kepulauan  Riau  

te r l i b a t  dalam  proses  pemer iksaan  admin is t r a t i s ,  

ver i f i k a s i  fak tua l ,  eva luas i  dengar  pendapat  sampai  

pada tahap  penge lua ran  Ser t i f i k a t  Rekomendas i  Kelayakan  

kepada  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  d i  atas  

ada lah  penetapan  te r t u l i s  yang  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i dua l ,  dan  f i na l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penetapan  te r t u l i s :

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ber i s i  

peno lakan  IPP  yang  d ia j ukan  Penggugat  yang  mana hal  

in i  dapat  d ibuk t i k an  dar i  adanya  Sura t  Keputusan  

6

6
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Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  Republ i k  

Indones ia  Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  

17  Ju l i  2008 ( v ide  Bukt i  P- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bers i f a t  konkre t :

Objek  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  adalah  

keputusan  yang  bers i f a t  konkre t  ( t i dak  abst rak ) ,  

yakn i  berupa  Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  ( IPP)  PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta  

(Penggugat ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bers i f a t  ind i v i dua l :

Objek  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  adalah  

bers i f a t  ind i v i dua l  karena  hanya  di tu j u kan  kepada  

pihak  te r t en tu  in  casu  kepada  PT.  Radio  Suara  

Harapan  Semesta  te rka i t  dengan  permohonan  IPP;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bers i f a t  f i na l :

Objek  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  sudah  

bers i f a t  f i na l  karena  sudah  def i n i t i f  ser ta  

menimbulkan  ak iba t  hukum  in  casu  PT.  Radio  Suara  

Harapan  Semesta  t i dak  mendapatkan  IPP,  dimana  sudah  

t i dak  te rsed ia  upaya  band ing  admin is t r a t i f  bag i  
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Penggugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  a quo dike lua rkan  o leh  Menkomin fo  pada tangga l  

17  Ju l i  2008  ( v ide  Bukt i  P- 2) ,  d ik r imkan  mela lu i  pos  

tangga l  18 Agustus  2008  cap  pos  dan  baru  di t e r ima  oleh  

Penggugat  pada  tangga l  21  Agustus  2008.  Dengan 

demik ian ,  penga juan  gugatan  pembata lan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  a quo adalah  masih  da lam tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  batasan  waktu  yang  

di t en tukan  Pasa l  55  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  

jo .  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ( ”UU  PTUN”) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  menginga t  Menkomin fo  sebaga i  Tergugat  

berkedudukan  d i  J l .  Medan Merdeka  Bara t  No.  9,  Jakar ta  

Pusat ,  maka berdasarkan  keten tuan  Pasa l  54 UU PTUN maka 

secara  hukum  penga juan  Gugatan  Sengeta  Tata  Usaha 

Negara  a  quo  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

ada lah  sesua i  dengan  hukum  fo rma l  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa berdasarkan  ura ian - ura ian  d i  atas  maka penga juan  

Gugatan  a  quo  te l ah  sesua i  dan  memenuhi  syara t  fo rma l  

penga juan  gugatan  sebaga imana  di t en tukan  UU PTUN.  Oleh  

karenanya  demi  hukum Gugatan  a quo  harus  d i t e r ima  oleh  

Maje l i s  Hakim Yang Mul ia ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN MENKOMINFO 

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
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Penggugat  Telah  Memenuhi  Segala  Persyaratan  Sebagai  

Lembaga Penyiaran  Swasta

9. Bahwa  secara  admin i s t r a t i f  Penggugat  te l ah  memenuhi  

sega la  persyara tan  yang  di te t apkan  dalam  proses  

pero lehan  IPP,  yang  mana sebenarnya  t i dak  ada  a lasan  

lag i  bagi  Tergugat  untuk  menolak  permohonan  IPP  yang  

dia j ukan  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  Penggugat  te lah  mendapat  rekomendas i  dar i  

Wal iko ta  Batam  untuk  mengurus  i j i n  f rekwens i  d i  

Depar temen  Perhubungan  dan  Telekomunikas i  RI  c/q  Dinas  

Perhubungan  Prop ins i  Riau  pada  tangga l  21  Jun i  2004  

( Bukt i  P- 3) ,  rekomendas i  dar i  Gubernur  Riau  tangga l  21  

Agustus  2004  ( Bukt i  P- 4)  dan  kemudian  mendapat  

per i j i n an  f rekuens i  106.1  MHz dar i  Dinas  Perhubungan  

Prop ins i  Riau  pada  tangga l  3  September  2004  ( Bukt i  P-

5) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

11. Bahwa te rh i t u ng  se jak  01 Maret  2005  Radio  Erabaru  yang  

dis i a r kan  Penggugat  mula i  mengudara .  Targe t  segmen 

pendengar  Radio  Erabaru  ada lah  masyaraka t  berbahasa  

Mandar in  /  Tionghoa  dengan fo rmat  umum (mus ik ,  h ibu ran ,  

ber i t a ,  budaya,  komers ia l ,  d l l ) ,  bahasa  penganta r  

Indones ia  20% dan  Mandar in  80%,  menjangkau  area  s ia ran  

Batam,  Bin tan ,  Kar imun,  Singapore  dan  Johor .  Program 

ber i t a  yang  dis i a r kan  anta ra  la i n  ten tang  pol i t i k ,  
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sos ia l ,  budaya,  dan  hukum  baik  nas iona l  maupun 

in t e rnas i ona l  yang  berguna  untuk  kepent i ngan  pub l i k /  

umum; - - - - -

12. Bahwa pada  tangga l  17  September  2005,  KPID  Kepulauan  

Riau  mengumumkan  pendaf t a r an  bagi  lembaga  peny ia ran  

Radio /Te lev i s i  yang  ing in  mendapatkan  IPP  –  I j i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran ,  sesua i  yang  diamanatkan  

dalam  Undang- undang  32/2002  ten tang  Peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  berdasarkam  pengumuman  KPID  Kepulauan  Riau  

te rsebu t ,  pada  22  Desember  2005  Penggugat  mengajukan  

permohonan  IPP d i t u j u kan  kepada  KPID Kepulauan  Riau  dan  

Menter i  Komin fo  (Formul i r  RS-1)  dengan  usu lan  

f rekuens i / k ana l  106.5  MHz,  dengan  melampi r kan  Formul i r  

RS-2 berupa  data  dan in f o rmas i  Penggugat ,  Formul i r  RS-3 

berupa  sura t  pernya taan  mematuh i  Pedoman  Per i l a ku  

Peny ia ran  dan  Standar  Program  Siaran  ser ta  s tud i  

ke layakan  Penggugat  sebaga i  Lembaga  Peny ia ran  Swasta  

Jasa  Peny ia ran  Radio .  Hal  in i  sebaga imana  yang  te rdapa t  

da lam  proposa l  Permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  Swasta  PT.  Radio  Suara  

Harapan  Semesta  untuk  Jasa  Peny ia ran  Radio  ( Bukt i  P- 6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

14. Bahwa  Penggugat  te lah  memenuhi  sega la  persya ra tan  

sebaga i  Lembaga  Peny ia ran  Swasta  sebaga imana  yang  

di t en tukan  dalam  Lampi ran  Pera tu ran  KPI  Nomor  
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3/P/KPI / 08 /2006  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

baik  dar i  aspek  ke lengkapan  umum maupun  ke lengkapan  

khusus .  Hal  in i  dapat  d i l i h a t  dar i  dokumen Permohonan  

Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga Peny ia ran  Swasta  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  ( v ide  Bukt i  P- 6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa sebaga imana  dalam dokumen te rsebu t  ( v ide  Bukt i  P-

6)  syara t - syara t  Kelengkapan  Umum dan  Kelengkapan  

Khusus  sebaga i  Lembaga  Peny ia ran  Swasta  (LPS)  te l ah  

dipenuh i  o leh  Penggugat  sebaga imana ber i ku t  in i :

a. Kelengkapan  Umum:

a.1 . Penggugat  merupakan  lembaga  peny ia ran  

berbadan  hukum  perseroan  te rba tas  yang  

dibuk t i k an  dengan  akta  nota r i s  dan  pengesahan  

dar i  Depar temen  Hukum dan  HAM RI  yang  b idang  

usahanya  hanya  menyelenggarakan  jasa  peny ia ran  

rad io ,  lembaga  peny ia ran  swasta  ( v ide  Bukt i  P-

1) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. 2. Tidak  menggunakan  warga  negara  as ing  

sebaga i  pengurus  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. 3. Penggugat  d id i r i k an  dengan  modal  awal  yang  

se lu ruhnya  d imi l i k i  o leh  warga  negara  Indones ia ,  

yang  te rd i r i  dar i  leb ih  dar i  2  pemegang  saham,  

ser ta  member ikan  kesempatan  kepada  karyawan  
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untuk  memi l i k i  saham perusahaan  dan  member ikan  

bag ian  laba  perusahaan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

a. 4. Sumber  pembiayaan  Penggugat  dipe ro l eh  dar i  

s ia ran  ik l an  dan/a tau  usaha  la i n  yang  sah  yang  

te rka i t  dengan  penye lenggaraan  peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

a.5 . Penggugat  bers i a ran  dengan  se la l u  mematuh i  

pera tu ran  ten tang  is i  s ia ran ,  dan  s iap  mener ima  

sanks i  admin is t r a t i f  atau  p idana  j i k a  

te rbuk t i  melanggar  pera tu ran  ten tang  is i  s ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( v ide  Bukt i  P- 6)

b. Kelengkapan  Khusus :

b.1 . Penggugat  te l ah  mengajukan  Sura t  Permohonan  

Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  ( IPP)  di tu j u kan  

kepada  Ketua  KPI  mela lu i  KPI  Daerah  ( v ide  Bukt i  

P- 6) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. 2. Penggugat  te l ah  membuat  Sura t  Pernya taan  

Kesanggupan  Mematuh i  Pedoman Per i l a ku  Peny ia ran  

dan  Standar  Program Siaran  (P3SPS)  dan  pera tu ran  

is i  s ia ran  la i n ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. 3. Pengugat  te lah  melengkap i  fo rmu l i r  i s i an  

yang  di t e t apkan  oleh  KPI ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. 4. Penggugat  te l ah  melampi rkan  Stud i  Kelayakan  

yang  mencakup  nama,  v is i ,  mis i ,  dan  aspek- aspek  

ke layakan :

- Aspek  Badan  Usaha,  yang  mencakup  kepemi l i k an  

perusahaan,  permodalan  perusahaan,  Penje lasan  

ada  t i daknya  media  cetak  dan  elek t r on i k  yang  

sudah  dimi l i k i ;  - - - - - - -

- Aspek  Program  yang  mel ipu t i  sgmentas i  ta rge t  

pendengar  atau  penonton  dan  Proyeks i  

Per tumbuhan  5  tahun  ke  depan,  fo rmat  Siaran ,  

kompos is i  s ia ran ,  jadwa l  program  s ia ran /po l a  

acara  s ia ran ,  mater i  s ia ran ,  dan  daya  sa ing ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Aspek  Tekn is  yang  mel ipu t i  usu lan  sa lu ran  

f rekuens i / k ana l  yang  di i ng i n kan  yakn i  106.5  

MHz,  gambar  ta ta  ruang  dan  peta  lokas i  stud io  

Penggugat ,  gambar  ta ta  ruang  dan  peta  lokas i  

s tas iun  pemancar  Penggugat ,  daf ta r  inven ta r i s  

sarana  dan  prasarana  yang  akan  d igunakan ,  

te rmasuk  pera la tan  stud io  dan pemancar ,  jumlah  

dan  jen i s  stud io  ser ta  perh i t ungan  biaya  

inves tas i n ya ,  Spes i f i k as i  tekn i k  dan  s is t em  

pera la tan  yang  akan  digunakan  beser ta  diag ram 

blok  s is tem  konf i gu ras i n ya ,  dan  peta  wi layah  

jangkauan  dan peta  wi layah  layanan  s ia ran ; -
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- Aspek  Keuangan  yang  mel ipu t i  rencana  k ine r j a  

arus  keuangan  5  ( l ima )  tahun  ke  depan  (cash  

f l ow  dan  rug i l aba ) ,  proyeks i  pendapatan  ik l an  

dan  pendapatan  la i n  yang  sah,  dan   ana l i s i s  

Rasio  Keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Aspek  Manajemen  yang  mel ipu t i  st ruk tu r  

organ isas i ,  pen je l asan  Sumber  Daya  Manus ia  

(SDM)  dan  keah l i annya ,  susunan  dan  nama para  

pengurus  penye lenggara  peny ia ran ,  dDf ta r  

Riwayat  Hidup  Penanggung  Jawab  Siaran  dan  

fo tokop i  KTP  yang  bersangku tan ,  penje l asan  

s is t em  pengga j i an ,  bonus,  lembur ,  insen t i f  dan  

tun jangan  la i nnya ,  dan  ana l i s i s  SWOT 

(kekua tan ,  ke lemahan,  kesempatan ,  dan  

ancaman) ;  - - -

b. 5. Pengugat  te lah  melampi r kan  fo tokop i  untuk  

Stud i  Kelayakan  berupa  fo tokop i  Akte  Pendi r i a n  

Perusahaan ,  fo tokop i  Sura t  Pengesahan  Penggugat  

dar i  Kehak iman  dan  Sura t  te l ah  te rda f t a r  pada  

ins tans i  yang  berwenang,  fo tokop i  Sura t  Iz i n  

Tempat  Usaha  dan/a tau  HO  (h inde r  

ordonant i e /Undangundang  Gangguan) ,  fo tokop i  

Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak  (NPWP)  Pengugat ,  dan  

fo tokop i  KTP  pemegang  saham,  komisar i s ,  dan  

di reks i  ( v ide  lampi ran  pada  Bukt i  P- 6) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

( v ide  Bukt i  P- 6)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa sete lah  mela lu i  tahapan  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i ,  

Ver i f i k a s i  Faktua l  dan  Evaluas i  Dengar  Pendapat  yang  

dihad i r i  o leh  segenap  lap i san  masyaraka t  (DPRD,  

budayawan,  pakar  ekonomi ,  akt i f i s  perempuan,  dan  LSM),  

Penggugat  berhas i l  mendapatkan  Ser t i f i k a t  Rekomendas i  

Kelayakan  dar i  KPID  Kepulauan  Riau  untuk  s ia ran  pada  

Frekuens i  106.5  MHz,  dan  DINYATAKAN LAYAK untuk  

mendapatkan  IPP ( Bukt i  P- 7) ;  - - - -

17. Bukt i  la i n  bahwa  KPID  Kepulauan  Riau  te l ah  mengaku i  

eks is t ens i  Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t :

a. Adanya  permin taan  KPID  Kepulauan  Riau  kepada  Radio  

Erabaru  agar  menyia rkan  Ik l an  Layanan  Masyaraka t  

( ILM)  ten tang  “sos ia l i s a s i  peran  dan  fungs i  KPID”  

dan  “panduan  menonton  te l ev i s i  sehat ” .  Hal  in i  

berdasarkan  Sura t  KPID  Kepulauan  Riau  No.  

138/K /KPID- Kepulauan  Riau/X I / 2006  te r t angga l  13 

Nopember  2006 ( Bukt i  P- 8) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Undangan  dar i  KPID  Kepulauan  Riau  kepada  Penggugat  

untuk  had i r  pada  acara  Forum  Komunikas i  KPID  se  

Indones ia  pada  tangga l  21  November  2006.  Hal  in i  

berdasarkan  Sura t  Undangan  KPID Kepulauan  Riau  Nomor  
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141/K /KPID/KEPULAUAN  RIAU/XI /2006  te r t angga l  13 

November  2006  ( Bukt i  P- 9) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

c . Permin taan  ker j asama  KPID  Kepulauan  Riau  kepada  

Radio  Erabaru  agar  menyia rkan  Ad  Lips  in fo rmas i  

ten tang  ”Sos ia l i s a i  Hasi l  Pemantauan  Is i  Siaran  

Telev i s i ”  pada  tangga l  5  Jun i  2006.  Hal  in i  

berdasarkan  Sura t  KPID  Kepulauan  Riau  Nomor  

48/K /KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006  te r t angga l  18  Mei  

2006  ( Bukt i  P- 10) ,  Sura t  KPID  Kepulauan  Riau  Nomor  

52/K /KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006  te r t angga l  22  Mei  

2006  ( Bukt i  P- 11) ,  Sura t  KPID  Kepulauan  Riau  Nomor  

54/K /KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006  te r t angga l  22  Mei  

2006  ( Bukt i  P- 12) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Adanya  permin taan  dar i  Komnas  Ham untuk  menyia rkan  

s ia ran  progam Talk  Show Seki t a r  Cata tan  Sip i l  dengan  

tema  ”D iskus i  Publ i k :  Menyoal  Regulas i  Kependudukan  

dan  Cata tan  Sip i l  d i  Indones ia ” ,  berdasarkan  sura t  

yang  masuk  ke  Pimpinan  Radio  Era  Baru  dengan  Nomor  

221/S IPOL/KOMNASHAM/IV/2006 ,  te r t angga l  28  Apr i l  

2006  ( Bukt i  P- 13) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Sura t  Keterangan  KPID  Prov .  Kep.  Riau  dengan  Nomor  
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30/SKT/KPID- KEPULAUAN RIAU/ I I I / 2 006  yang  menyatakan  

bahwa  PT.  Suara  Harapan  Semesta  te l ah  te rda f t a r  

da lam  proses  pengurusan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  ( IPP)  d i  KPID  kep.  Riau,  te r t angga l  27  

Maret  2006  ( Bukt i  P- 14) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

f . Adanya  permin taan  dar i  KPID  Prov .  Kep.  Riau  untuk  

mel ipu t  acara  dia log  pasangan  ca lon  wal i ko ta  dan  

waki l  wal i ko ta  Batam tahun  2006  dengan  sura t  nomor  

367/K /KPID- KEPULAUAN RIAU/2006 ,  te r t angga l  3 Januar i  

2006,  yang  da lam  hal  in i  KIPD  Prov .  Kep.  Riau  

beker j asama  dengan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  kota  

Batam ( Bukt i  P- 15) ;  - - - - - - -

18. Bahwa  KPID  Kepulauan  Riau  yang  mempermasa lahkan  

penggunaan  bahasa  Mandar in  da lam  program  s ia ran  Radio  

Erabaru  te r l a l u  banyak  dan  meminta  agar  di l akukan  

perubahan  yang mendasar  ada lah  alasan  yang  mengada- ada.  

Pada  saat  KPID  Kepulauan  Riau  mempermasa lahkan  

prosen tase  bahasa  s ia ran  yang  digunakan,  secara  

normat i f  da lam  UU Peny ia ran  dan  pera tu ran  KPI  t i dak  

disebu tkan  dengan  tegas  batasan  prosesn tase  penggunaan  

bahasa  as ing ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa pengatu ran  mengenai  Standar  Program Siaran  baru  

di l akukan  perubahan  pada  18  September  2007  dengan  

dibe r l a kukannya  Pera tu ran  KPI  No.  3  /  2007  ten tang  
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Perubahan  Standar  Program  Siaran .  Dalam  pera tu ran  

perubahan  in i l a h  baru  di te t apkan  prosen tase  penggunaan  

bahasa  as ing  maximum 30% dar i  to ta l  s ia ran  acara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  atas  adanya  perubahan  standar  program  s ia ran  

te rsebu t  d i  atas  Penggugat  melakukan  penyesua ian  dengan  

mengubah  kompos is i /  prosen tase  penggunaan  bahasa  yang  

digunakan  dalam  s ia ran  sesua i  yang  di te t apkan  dalam 

Pera tu ran  KPI  No.  3  /  2007  ten tang  Perubahan  Standar  

Program  Siaran .  Hal  in i  sebaga imana  sura t  yang  

dik i r imkan  Penggugat  kepada  KPID Kepulauan  Riau  ( Bukt i  

P- 16) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa se la i n  i t u  bisa  di l i h a t  d i  lapangan,  dar i  seg i  

SDM, Finans ia l ,  Pera la tan  Broadcas t ,  Gedung Stud io  dl l ,  

Radio  Erabaru  secara  n i l a i / p o i n t  leb ih  unggu l  dar ipada  

5  rad io  la i nnya  (S ing  FM,  Al ja rba r  FM,  Big  FM,

Dicovery  Minang  FM,  Shei l a  FM)  yang  lo l os  da lam  FRB,  

namun  s is t em

penetapan  uru tan  rangk ing / k r i t e r i a  scor i ng  da lam  FRB 

t i dak  t ransparan .  Hal  in i  ten tu  sa ja  akan  berdampak  

pula  pada  kepas t i an  hukum  bag i  para  p ihak  yang  

mengajukan  permohonan  IPP.  Dengan   t i dak  adanya  

t ransparans i  dan  cara  pen i l a i an  yang  je l as ,  t ransparan  

dan  akuntabe l  maka t i dak  ada  pula  kepas t i an  hukum bag i  

Penggugat  te rka i t  dengan  permohonan  IPP- nya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
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22. Bahwa berdasarkan  ura ian  d i  atas  secara  admin is t r a t i f -

yur id i s  program s ia ran  Penggugat  sudah  memenuhi  sega la  

persyara tan  dan  standar  ke layakan  untuk  mendapatkan  

IPP.  Dengan  demik ian ,  demi  kepast i an  hukum seharusnya  

Penggugat  berhak  untuk  mendapatkan  Penetapan  IPP  dan  

Uj i  Coba  Siaran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  Telah  Melanggar  Asas- Asas  Umum Pemerintahan  Yang 

Baik

23. Bahwa  keten tuan  Pasa l  11  Undang- undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  36  tahun  1999  Tentang  Telekomunikas i  

( ”UU Telekomunikas i” )  menyatakan :

Ayat  (1 ) ;

” Penye lenggaraan  te l ekomunikas i  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  7  dapat  d ise lenggarakan  sete lah  mendapat  

i z i n  dar i  Menter i ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 ) :

” l z i n  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ibe r i k an  

dengan memperhat i kan :

a.  ta ta  cara  yang  sederhana ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b.  proses  yang  t ransparan ,  ad i l  dan  t i dak  
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disk r im i na t i f ;  ser ta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .   penye lesa i an  dalam  waktu  yang  s ingka t ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa da lam  menja lankan  tugas  pemer in tahan  maka Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  harus  ber landaskan  pada  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik .  Keten tuan  Pasa l  

3 Undang- undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  28 Tahun  1999  

ten tang  Penye lenggaraan  Negara  Yang  Bers ih  dan  Bebas  

Dar i  Korups i ,  Kolus i ,  dan  Nepot i sme,  yang  te rmasuk  

asas- asas  umum penye lenggaraan  negara  mel ipu t i :

1.  Asas  Kepast i an  Hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2.  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Asas  Kepent i ngan  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4.  Asas  Keterbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

5.  Asas  Propors i ona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.  Asas  Pro fes i ona l i t a s ;  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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7.  Asas  Akuntab i l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

25. Bahwa is i  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  UU No.  9  Tahun  

2004  dimaksudkan  sebaga i  ber i ku t :  Alasan- alasan  yang  

dapat  d igunakan  da lam  gugatan  sebaga imana  dimaksud  

dalam ayat  1 ada lah :  (a ) .  Keputusan  Admin is t r a s i  negara  

yang  diguga t  i t u  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  (b ) .  Keputusan  ta ta  

usaha  negara  yang  diguga t  ber ten tangan  dengan Asas- asas  

umum  pemer in tahan  yang  baik  atau  layak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa ten tang  Forum Rapat  Bersama,  da lam Lampi ran  I I I  

Keputusan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Nomor  

41/SK/KPI /08 /2005  ten tang  Panduan  Prosedur  

Admin is t r a t i f  Permohonan Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

Bagi  Lembaga  Peny ia ran  Jasa  Peny ia ran  Radio  dan  Jasa  

Peny ia ran  Telev i s i  ser ta  Lampi ran  Pera tu ran  KPI  Nomor  

3/P/KPI / 08 /2006  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

dia tu r  bahwa rapa t  (FRB)  di l aksanakan  secara  te r t u t up ,  

bers i f a t  bebas,  ju j u r  dan  adi l .  Yang  dimaksud  ”secara  

te r t u t up ”  adalah  pelaksanaan  FRB-nya,  sementara  has i l  

FRB harus  disampaikan  secara  t ransparan  dan  akuntabe l  

agar  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas- asas  pemer in tahan  

yang  baik ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  11  UU Telekomunikas i  

Halaman 21 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo .  Lampi ran  I I I  Keputusan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Nomor  41/SK/KPI /08 /2005  jo .  Lampi ran  Pera tu ran  KPI  

Nomor  3/P/KPI / 08 /2006  te rsebu t  d i  atas  maka  te rka i t  

dengan  proses  pero lehan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

yang  di l aksanakan  oleh  pejaba t  yang  berwenang  untuk  

i t u ,  maka  harus  di l aksanakan  sesua i  dengan  pr ins i p  

t ransparans i ,  ad i l  dan  t i dak  disk r im ina t i f ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa  sebaga imana  dalam  Sura t  Keputusan  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008,  

peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta  t i dak  dise r t a i  dengan  alasan  yang  

je l as  mengapa  permohonan  IPP  te rsebu t  d i to l ak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bahwa  sebaga imana  dalam  Sura t  Keputusan  Menkomin fo  

Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008,  

Tergugat  hanya  menyebutkan  ten tang  keten tuan - keten tuan  

normat i f  (yang  te rka i t  dengan Forum Rapat  Bersama) ,  dan  

se lan ju t nya  menyatakan  bahwa  berdasarkan  Forum  Rapat  

Bersama yang  diadakan  oleh  Pemer in tah  bersama KPI  pada  

tangga l  5  Oktober  2007  d i  Jakar ta  dipu tuskan  bahwa 

permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  yang  dia jukan  

oleh  Penggugat  d i t o l a k .  Dalam Sura t  Menkomin fo  te rsebu t  

sama seka l i  t i dak  dibe r i kan  pen je lasan  ten tang  apa yang  
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menjad i  a lasan  peno lakan  IPP  yang  dia j ukan  Penggugat  

( v ide  Bukt i  P- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bahwa Penggugat  te lah  meminta  r i sa l ah  has i l  Forum Rapat  

Bersama ( ”FRB”)  kepada  KPID Kepulauan  Riau ,  KPI  Pusat  

dan  Tergugat  untuk  mendapatkan  ke je l asan  ten tang  apa  

yang  menjad i  a lasan  peno lakan  permohonan IPP Penggugat .  

Permin taan  Penggugat  kepada  Tergugat  in i  mela lu i  Sura t  

te r t angga l  07  Desember  2007  ( Bukt i  P- 17)  ser ta  Sura t  

te r t angga l  22  Apr i l  2008  ( Bukt i  P- 18) .  Akan  te tap i  

sampai  dengan  saat  in i  Penggugat  be lum  mendapatkan  

jawaban  resmi  dar i  Tergugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d ike lua r kan  

Tergugat  sebaga imana  dalam  Sura t  Keputusan  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pr ins i p - pr ins i p  pero lehan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  sebaga imana  yang dia tu r  da lam 

Pasa l  11  UU Telekomunikas i  dan  asas- asas  pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  Pasa l  3  UU  No.  28/1999 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

32. Bahwa te rka i t  dengan  penye lenggaraan  pemer in tahan  yang  

baik ,  Pasal  3  UU  No.  28  tahun  1999  ten tang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  KKN 

mengatu r  bahwa pemer in tahan  yang  baik  harus  di j a l ankan  
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dengan  menerapkan  asas  kete rbukaan  dan  asas  

akuntab i l i t a s .  Asas  kete rbukaan  ada lah  asas  yang  

membuka  di r i  te rhadap  hak  masyaraka t  untuk  mempero leh  

in f o rmas i  yang  benar ,  ju j u r  dan  t i dak  disk r im i na t i f  

ten tang  penye lenggaraan  negara  dengan  te tap  

memperhat i kan  per l i n dungan  atas  hak  asas i  pr ibad i ,  

go longan  dan  rahas ia  negara .  Sedangkan  yang  dimaksud  

dengan  asas  akuntab i l i t a s  ada lah  ada lah  asas  yang  

menentukan  bahwa set i ap  keg ia tan  dan  has i l  akh i r  dar i  

keg ia tan  penye lenggara  negara  harus  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kepada  masyaraka t  atau  rakya t  

sebaga i  pemegang  kedau la tan  te r t i n gg i  negara  sesua i  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ;  - - -

33. Bahwa  peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  

Radio  Suara  Harapan  Semesta  sebaga imana  dalam  Sura t  

Menkomin fo  Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  

Ju l i  2008  te rsebu t  je l as - je l as  t i dak  memenuhi  pr ins i p -

pr ins i p  t ransparans i ,  kead i l an  dan  t i dak  disk r im ina t i f  

sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  Pasal  11  UU 

Telekomunikas i .  Di  samping  i t u ,  t i dak  adanya  

kete rbukaan  ten tang  a lasan  di to l a knya  IPP  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta  juga  melanggar  asas  

penye lenggaraan  pemer in tahan  yang  ba ik  yakn i  asas  

kepast i an  hukum,  asas  kete rbukaan  ser ta  asas  

akuntab i l i t a s .  Dengan  demik ian  keputusan  Terguga t  

te rsebu t  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  
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baik ;  - -

Tergugat  dalam Menolak  IPP  Telah  Berbuat  Sewenang- wenang 

dan te lah  Di in te rvensi  Kedubes RRC

34. Bahwa  dalam  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

te rkandung  pu la  asas  la rangan  “penya lahgunaan  wewenang  

“  dan  asas  la rangan  “ber t i n dak  sewenang- wenang  “ ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

35. Bahwa  menuru t  dokt r i n  para  sar j ana ,  suatu  pe rbua tan 

Badan  a tau  Pe jaba t  Ta ta  Usaha  Nega ra  dapa t  d i ka takan 

sewenang - wenang  apab i l a  t e rpenuh i  unsu r - unsu r  sebaga i  

be r i ku t :

a. Penguasa  yang  be rbua t ,  seca ra  yu r i d i s  memi l i k i  

kewenangan  un tuk  be rbua t  ( ada  pe ra tu ran  dasa rnya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Da lam  memper t imbangkan  kepen t i ngan  yang  t e r ka i t  

da lam  kepu tusan  yang  d ibua t  Pemer i n t ah ,  unsu r  

kepen t i ngan  umum  ku rang  d ipe rha t i kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Perbua tan t e r sebu t  men imbu l kan ke rug i an  konk r i t  bag i  

p ihak t e r t en tu ;  -

(Muchsan :  1992 ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 . Bahwa  macam  a tau  j en i s  pe rbua tan  Pemer i n tah  yang 
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t e r ce l a  yang  merupakan  pe rwu judan  pe rbua tan  yang 

sewenang - wenang ada lah sebaga i  be r i ku t :

a . Perbua tan  me lawan hukum o leh  penguasa  ( on rechma t i ge  

ove rhe idsdaad ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b . Perbua tan  me lawan  undang - undang  ( onwe tma t i g ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Perbua tan  yang  t i dak  t epa t  ( on ju i s t ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d . Perbua tan  yang  t i dak  be rman faa t  ( ondoe lma t i g ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e . Perbua tan  yang  menya lahgunakan  wewenang 

( de tou rnemen t  de  pouvo i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 . Bahwa  dengan  demik ian  dalam  mengeluarkan  suatu  

keputusan  ta ta  usaha  negara ,  berdasarkan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  maka  Terguga t  harus  

mengedepankan  asas  la rangan  untuk  berbua t  sewenang-

wenang ( het  verbod  van wi l l e keu r ) .  Oleh  karenanya  da lam 

rangka  melaksanakan  tugas  pemer in tahan  maka Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  harus  menjun jung  t i ngg i  

penerapan  asas  la rangan  untuk  berbua t  sewenang- wenang.  

Dengan  demik ian  maka  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  te rsebu t  te r i k a t  pada  suatu  pera tu ran  yang  

te rpe r i n c i  dan keta t  dan t i ngga l  melaksanakannya  secara  

26
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har f i ah ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Bahwa  pera tu ran - pera tu ran  yang  berka i t an  dengan  

penye lenggaraan  peny ia ran  (swas ta )  yang  mendasar i  

kewenangan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  in  

casu  Tergugat ,  pera tu ran  te rsebu t  te l ah  mengatu r  secara  

sangat  te rpe r i n c i  dan keta t  apa yang  harus  di l aksanakan  

dalam  ka i t annya  dengan  proses  iz i n  dan  perpan jangan  

iz i n  penye lenggaraan  peny ia ran ,  yang  mana  hal  in i  

mengika t  pu la  te rhadap  KPI  Pusat  dan  KPID  Kepulauan  

Riau;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39. Bahwa  te rka i t  dengan  hal  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  

da lam  menja lankan  kewaj i bannya  yang  te rka i t  dengan  

penye lenggaraan  pendaf ta ran  bag i  lembaga  peny ia ran  

rad io  swasta  untuk  mendapatkan  IPP,  maka  Terguga t  

berkewaj i ban  untuk  mengumpulkan  fak ta - fak ta  yang  

re levan  dan  kemudian  menerapkan  keten tuan  perundang-

undangan  yang te rka i t  dengan peny ia ran  secara  otomat i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”kewa j i ban  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  menerapkan  keten tuan  perundang- undangan  

harus lah  bers i f a t  otomat i s ”  ada lah  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  te rsebu t  da lam  mengeluarkan  suatu  keputusan  

harus  sesua i  dengan  rumusan  dalam  pera tu ran  dasarnya ,  

dan  t i dak  boleh  menyimpang  dar i  pera tu ran  dasar  

te rsebu t  dengan  alasan  apapun  juga .  Dengan  kata  la i n  
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Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  harus  bers i f a t  independent  

dan t i dak  te rpengaruh  oleh  adanya  in t e r vens i  dar i  p ihak  

manapun;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41. Bahwa  te rka i t  dengan  permohonan  IPP  yang  dia j ukan  

Penggugat  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  pada  poin  

te rdahu lu ,  fak tanya  Penggugat  te lah  memenuhi  sega la  

persyara tan  dan  standar  ke layakan  untuk  mendapatkan  

penetapan  IPP.  Akan  te tap i  te rnya ta  Terguga t  te l ah  

berbua t  sewenang- wenang  dengan  menolak  permohonan  IPP  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42. Bahwa  dalam  peno lakan  IPP  Penggugat  o leh  Terguga t  

sebaga imana  da lam  Sura t  Keputusan  Menkomin fo  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008,  

Tergugat  t i dak  menerapkan  keten tuan  perundang- undangan  

yang  te rka i t  dengan  proses  pero lehan  IPP  secara  

otomat i s .  Je las ,  secara  hukum hal  in i  merupakan  bentuk  

perbua tan  sewenang- wenang  dar i  Tergugat  se laku  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara ;  - - - -

43. Bahwa  te rnya ta  Keputusan  Terguga t  yang  menolak  

permohonan  IPP  yang  dia j ukan  Penggugat  t i dak  te r l epas  

dar i  adanya  tekanan  Kedutaan  Besar  Republ i k  Rakyat  

China  ( ”Kedubes RRC”)  untuk  t i dak  melu luskan  permohonan  

IPP  Penggugat .  Kedubes  RRC mela lu i  sura tnya  kepada  

Depar temen  Luar  Neger i  RI  yang  di tembuskan  pula  kepada  
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Depar temen  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  ( Bukt i  P- 19)  

te lah  menuntu t  agar  i j i n  s ia ran  Penggugat  (da lam  

sura tnya  disebu t  ”Vo ice  of  Hope  ( Indones ia ) ”  rad io  

s ta t i on  dengan  f rekwens i  106.5  FM)  d ibekukan /  

d ibe rhen t i k an  dengan  tuduhan  bahwa  s ia ran  rad io  

Penggugat  digunakan  sebaga i  corong  propaganda  al i r an  

Falun  Gong  yang  oleh  pemer in tah  RRC dianggap  sebaga i  

a l i r an  sesat  yang  akan  berbua t  te ro r  mela lu i  s ia ran  

rad io  Penggugat  te rsebu t .  Faktanya ,  da lam s ia ran  rad io  

Penggugat  t i dak  pernah  menyebarkan  te ro r  apapun,  bahkan  

segmen  pendengar  s ia ran  rad io  Penggugat  semakin  

ber tambah.  Tuduhan  Kedubes  RRC te rsebu t  ada lah  f i t n ah  

belaka ,  karena  fak tanya  program s ia ran  rad io  Penggugat  

se la l u  mengacu  pada  keten tuan - keten tuan /pe ra tu r an -

pera tu ran  yang  mengatu r  ten tang  peny i raan  di  Indones ia .  

Program s ia ran  rad io  Penggugat  d isusun  dan  d i t e t apkan  

secara  pro fes i ona l  semata- mata  untuk  menja lankan  fungs i  

lembaga  peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

44. Bahwa Kedubes  RRC merasa  kebera tan  dengan  pember i t aan  

yang  dis i a r kan  oleh  Penggugat  yang  te rka i t  dengan  

adanya  pelanggaran  HAM –  Hak  Asas i  Manus ia  di  China .  

Misa l  kasus  pembunuhan  dan  pengambi l an  organ  tubuh  

prak t i s i  Falun  Gong,  kerusuhan  di  Tibe t ,  pengan iayaan  

kaum musl im  Uighur .  Padaha l  pember i t aan  te rsebu t  sama 

seka l i  t i dak  memi l i k i  pre tens i  maupun  tendens i  untuk  
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mendisk red i t k an  p ihak - pihak  te r t en tu .  Faktanya  

Penggugat  juga  member i t akan  kasus- kasus  HAM  yang  

te r j ad i  d i  negara - negara  la i nnya  te rmasuk  yang  te r j ad i  

d i  Indone isa  send i r i .  Pember i t aan  te rsebu t  jus t r u  da lam 

rangka  pemenuhan  kebutuhan  pub l i k  untuk  mendapatkan  

in f o rmas i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

45. Bahwa atas  tekanan  dar i  Kedubes  RRC te rsebu t  Tergugat  

mengabaikan  fak ta - fak ta  yang  re levan  dalam  memutus  

permohonan  IPP  yang  dia j ukan  Pengugat .  Karena  tekanan  

Kedubes  RRC, dalam Forum Rapat  Bersama untuk  menentukan  

pember ian  IPP  untuk  Uj i  Coba Siaran ,  Tergugat  dan  KPI  

Pusat  te lah  mengabaikan  fak ta  bahwa  Penggugat  te lah  

memenuhi  sega la  persya ra tan  dan  o leh  karenanya  layak  

mendapatkan  IPP  untuk  Uj i  Coba  Siaran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46. Bahwa  seharusnya  Tergugat  harus  te tap  bers i kap  

independen  dan  t i dak  te rpengaruh  oleh  tekanan  Kedubes  

RRC,  karena  Tergugat  berkewaj i ban  untuk  menja lankan  

pemer in tahan  yang  baik  dan  bers i h  ( c lean  and  good  

governance ) .  Tergugat  seharusnya  t i dak  mengabaikan  

fak ta  bahwa Penggugat  layak  dan  berhak  mendapatkan  IPP  

untuk  Uj i  Coba Siaran .  Leb ih  dar i  i t u ,  Tergugat  harus  

memperhat i kan  bahwa adanya  in t e r vens i  dar i  negara  lua r  

merupakan  bentuk  pelanggaran  te rhadap  kedau la tan  Negara  
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Kesatuan  Republ i k  Indnes ia  (NKRI )  seh ingga  j i ka  ha l  in i  

d ib i a r kan  apalag i  d iakomodi r  o leh  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  maka  akan  sangat  merug ikan  

kepent i ngan  umum yakn i  kepent i ngan  bangsa  Indones ia  

secara  kese lu ruhan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

47. Bahwa  pend i r i a n  Penggugat  se la i n  di tu j u kan  untuk  

kepent i ngan  tu j uan  ekonomi / i n ves tas i ,  tu juan  

penye lenggaraan  s ia ran  Penggugat  ada lah  da lam  rangka  

menja lankan  fungs i  lembaga  peny ia ran  sebaga imana  

diamanatkan  dalam UU Peny ia ran  ya i t u :  i ku t  memperkukuh  

in t eg ras i  nas iona l ,  te rb i nanya  watak  dan  ja t i  d i r i  

bangsa  yang  ber iman  dan  ber taqwa,  mencerdaskan  

keh idupan  bangsa,  memajukan  kese jah te raan  umum,  dalam 

rangka  membangun  masyaraka t  yang  mandi r i ,  demokra t i s ,  

ad i l  dan  se jah te ra ,  ser ta  menumbuhkan  indus t r i  

peny ia ran  Indones ia ;  - - - - - -

48. Bahwa  fak tanya ,  kehad i ran  s ia ran  rad io  Penggugat  di  

wi layah  Batam dan  sek i t a r nya  mendapatkan  tanggapan  dan  

apres ias i  yang  cukup  luas  dar i  masyaraka t  Batam  dan  

sek i t a r nya .  Hal  in i  d ibuk t i k an  dengan  adanya  dukungan  

dan apres ias i  dar i  masyaraka t  Batam dan sek i t a r nya  agar  

s ia ran  Penggugat  te tap  eks is  ( Bukt i  P- 20) .  Hal  in i  

menunjukkan  bahwa  s ia ran  Penggugat  member ikan  manfaa t  

dan  dampak  yang  sangat  pos i t i f  bag i  masyaraka t  Batam 

dan  sek i t a r nya ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49. Oleh  karenanya ,  te rka i t  dengan  permohonan  IPP  yang  

dia j ukan  Penggugat   yang  mana  te l ah  mendapatkan  

Rekomendas i  Kelayakan  dar i  KPID  Kepulauan  Riau ,  maka 

dalam  Forum Rapat  Bersama  untuk  menentukan  Penetapan  

IPP  untuk  Uj i  Coba  Sia ran  bagi  Lembaga  Peny ia ran  

Swasta ,  Terguga t  dan  KPI  Pusat  harus  mengumpulkan  

fak ta - fak ta  yang  re levan  dan  se lan ju t nya  menerapkan  

keten tuan  pember ian  IPP  secara  otomat i s .  Dengan  

demik ian   karena  fak tanya  menunjukkan  bahwa  sega la  

persyara tan  untuk  mendapatkan  IPP  te l ah  dipenuh i  

se lu ruhnya  o leh  Pengugat ,  maka berdasarkan  fak ta - fak ta  

yang  re levan  te rsebu t  Tergugat  dan/a tau  KPI  Pusat  

secara  hukum  t i dak  dipe rkenankan  untuk  menolak  

permohonan  IPP  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50. Dengan  demik ian ,  peno lakan  dar i  Tergugat  untuk  

member ikan  Penetapan  IPP  untuk  Uj i  Coba  Siaran  kepada  

Penggugat  sangat  merug ikan  kepent i ngan  masyaraka t  umum 

yang  seharusnya  di l i n dung i  dan  d ip r i o r i t a s kan  

pemenuhannya  oleh  Tergugat  se laku  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara .  Dengan  demik ian  dapat  d ika takan  

bahwa  peno lakan  Tergugat  te r sebu t  merupakan  suatu  

bentuk  perbua tan  sewenang- wenang  dar i  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51. Bahwa  keputusan  Terguga t  yang  menolak  permohonan  IPP  

32

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  sebaga imana  yang  diu ra i kan  di  atas  je l as  

merupakan  suatu  bentuk  perbua tan  sewenang- wenang  

Tergugat  se laku  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  mana  hal  in i  te l ah  melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  te ru tama  asas  kepent i ngan  umum.  

Dengan  demik ian  t i ndakan  Tergugat  yang  mengeluarkan  

keputusan  menolak  permohonan  IPP  yang  dia jukan  

Penggugat  te l ah  memenuhi  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  b  UU No.  9/2004  atas  perubahan  UU No.  5/1985 ,  

o leh  karenanya  patu t l ah  k i ranya  apab i l a  Maje l i s  Hakim 

Yang  Mul ia  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  keputusan  

Tergugat  te rsebu t  dan  se lan ju t nya  memer in tahkan  kepada  

Tergugat  untuk  mener ima  permohonan  IPP  Penggugat  dan  

member ikan  Penetapan  IPP  dan  alokas i  f rekwens i  untuk  

Uj i  Coba  Siaran  kepada  Penggugat  ser ta  memer in tahkan  

kepada  KPI  Pusat  dan KPID Kepulauan  Riau  untuk  mematuh i  

dan  menghormat i  i s i  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN MENKOMINFO 

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BERLAKU

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  Dikeluarkan  Tergugat  

Cacat  Hukum Karena  Tidak  Dalam Batas  Waktu Yang Ditentukan  

Undang- undang - - - - - - - - -

52. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang d iambi l  Terguga t  

sebaga imana dimaksud  dalam Sura t  Menter i  Komunikas i  dan  
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In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17 Ju l i  2008 ten tang  

Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  te rka i t  dengan  

pero lehan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53. Bahwa  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  yakn i  Sura t  Keputusan  Menkomin fo  

Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008  

yang  menolak  permohonan  IPP  Penggugat  te rdapa t  caca t  

prosedur ,  karena  t i dak  di te rb i t k an  da lam  jangka  waktu  

yang  di te t apkan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang d i t e r b i t k an  oleh  

Tergugat  te rsebu t  d ike lua rkan  pada  tangga l  17  Ju l i  

2008,  sementara  Forum Rapat  Bersama/  kesepaka tan  Forum 

Rapat  Bersama oleh  Tergugat  bersama  KPI  Pusat  te r j ad i  

pada  tangga l  5  Oktober  2007,  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  

da lam  Sura t  Keputusan  Menkomin fo  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  yang  dike lua rkan  Tergugat  

( v ide  Bukt i  P- 2) .  Untuk  leb ih  meyak inkan  Maje l i s  Hakim 

Yang  Mul ia  maka  kami  ber i kan  kut i pan  is i  sura t  

keputusan  Tergugat  te r sebu t  sebaga i  ber i ku t :

”3 .  Pemer in tah  bersama  KPI  te l ah  melaksanakan  Forum 

Rapat  Bersama  khusus  untuk  per i z i nan  Penye lenggaraan  
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Peny ia ran  untuk  wi layah  layanan  Kepulauan  Riau  pada  

tangga l  5 Oktober  2007 d i  Jakar ta .

         Berdasarkan  has i l  Forum  Rapat  Bersama  

sebaga imana  dimaksud  pada  but i r  3  dia tas ,  d ipu tuskan  

permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta  d i t o l a k ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55. Bahwa  dengan  demik ian  di te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

Menkomin fo  Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  berse lang  

leb ih  dar i  30 ( t i g a  pu luh)  har i  ker ja  dar i  te r capa inya  

kesepaka tan  dalam  Forum  Rapat  Bersama  yang  d iadakan  

pada  tangga l  5  Oktober  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56. Bahwa keten tuan  Pasa l  5 ayat  (11)  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  50 tahun   2005  ten tang  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta  mengatu r  ten tang  keputusan  

perse tu j uan  atau  peno lakan  IPP yang sudah  harus  (wa j i b )  

d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  pa l i ng  lambat  30 ( t i ga  pu luh)  

har i  ker j a  se jak  adanya  kesepaka tan  dalam Forum rapa t  

Bersama;  - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  5 ayat  (11)  PP No.  50/2005 :

”Keputusan  perse tu j uan  atau  peno lakan  iz i n  

penye lenggaraan  peny ia ran  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (10)  waj i b  di te r b i t k an  oleh  Mneter i  pa l i ng  lambat  

30 ( t i ga  puluh)  har i  ker j a  se jak  ada kesepakatan  Forum 

Rapat  Bersama” ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57. Bahwa  dengan  demik ian  je l as ,  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  5  ayat  (11 )  PP No.  50/2005  te rsebu t ,  maka Sura t  

Keputusan  Menkomin fo  Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  

te r t angga l  17  Ju l i  2008  yang  menolak  permohonan  IPP  

Penggugat  mengandung  cacat  hukum  karena  di te rb i t k an  

t i dak  dalam  tenggang  waktu  yang  di t e t apkan  oleh  

pera tu ran  perundang- undangan.  Dengan  kata  la i n  Sura t  

Keputusan  Menkomin fo  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. Bahwa  oleh  karena  Sura t  Keputusan  Menkomin fo  Nomor  

162A/  M.KOMINFO/VI I / 2008  yang  menolak  permohonan  IPP  

Penggugat  te rsebu t  cacat  hukum dan/a tau  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  in  casu  Pasa l  5 

ayat  (11 )  PP No.  50/2005 ,  maka patu t l ah  k i ranya  apab i l a  

Maje l i s  Hakim Yang Mul ia  memer in tahkan  kepada  Tergugat  

untuk  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua r kannya  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka  t i ndakan  

Tergugat  yang  mengeluarkan  keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa  dalam  perkara  a  quo  te lah  memenuhi  keten tuan  

Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  huru f  b  UU No.  9/2004  atas  

perubahan  UU  No.  5/1986,  o leh  karenanya  dengan  in i  
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Penggugat  memohon kepada  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  DKI  

Jakar ta  berkenan  untuk  memer iksa  dan  memutuskan  perkara  

aquo  sebaga i  ber i ku t :  

(1 ) Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah Sura t  Keputusan  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17 Ju l i  2008 ten tang  

peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  Republ i k  Indones ia  

Nomor  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  te r t angga l  17  Ju l i  2008  

ten tang  peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  

Radio  Suara  Harapan  Semesta ;  - - - - - - - - - - -

(4 ) Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  memproses  dan  mengeluarkan  

Sura t  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  sebaga imana  yang  

dimohonkan  Penggugat  kepada  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Membebankan  biaya  perkara  in i  kepada  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di t en tukan  untuk  Penggugat  datang  menghadap  kuasanya  

bernama  HENDRAYANA,  S.H. ,  SHOLEH ALI ,  S.H. ,  dan  ENDAR 

SUMARSONO, S.H. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  2 
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September  2008  dan  untuk  Tergugat  datang  menghadap  

kuasanya  bernama HERRY  SUMARDIJANTO,  SH.MSi . ,  UNGGUL 

SURYOPUTRANTO, SH. , dan   AMIR SOLEH,  SH. ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  Nomor  :  286/M.KOMINFO/11/2008   tangga l  25 

Nopember  2008;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  p ihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  pada  

pers i dangan  tangga l  7  Januar i  2009,  dan  mengemukakan  ha l -

ha l  sebaga i  ber i ku t  :

I . DALAM EKSEPSI

PERTAMA

1. Bahwa menunjuk  pada  Pasal  53  ayat  (2 )  UU No.9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  Atas  UU No.5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  mengatur  

ten tang  alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  da lam 

mengajukan  gugatan  ada lah :

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber te tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber te tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  secara  umum gugatan  yang  dia jukan  o leh  

Penggugat  mencakup  pada  kedua  alasan  te rsebu t ;  

38
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  berka ia tan  dengan  a lasan  gugatan  yang  

mendal i l k an  keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  obyek  

sengketa  ya i t u  Keputusan  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  Nomor  162A/M.KOMINFO/  VI I / 2008  tangga l  

17  Ju l i  2008.  Dalam  keputusan  mana  landasan  yang  

menjad i  dasar  ada lah  keten tuan  sebaga imana  dimaksud  

pada  UU No.32  Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.50  Tahun  2005  ten tang  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  Swasta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa,  keputusan  Tergugat  yang  di j ad i kan  obyek  

sengketa  te rsebu t  o leh  Penggugat  dida l i l k a n  te l ah  

melanggar  UU No.36  Tahun 1999  ten tang  Telekomunikas i  

l i ha t  da l i l  Penggugat  nomor  23,  27 dan 31;  - - - - -

4. Bahwa  keputusan  Terguga t  sama  seka l i  t i dak  

di l andaskan  pada  UU  No.  36  Tahun  1999  ten tang  

Telekomunikas i  akan  te tap i  d i l andaskan  kepada  UU 

No.32  Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  ser ta  pera tu ran  

pelaksanaannya .  Sehingga  dal i l - da l i l  Penggugat  

ten tang  adanya  pe langgaran  yang  di l akukan  oleh  

Tergugat  berka i t an  dengan  penerapan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  pada  keputusannya  menuru t  

hukum  harus  d i t o l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa,  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  menuru t  
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hukum harus  d inya takan  t i dak  bera lasan  karena  t i dak  

memenuhi  keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada  Pasa l  

53 ayat  (2 )  UU No.9  Tahun 2004;  -

KEDUA

6. Bahwa,  Pasa l  1  ayat  (3 )  UU No.5  Tahun  1986  Jo.  UU 

No.9  Tahun  2004  member ikan  penger t i an  te rhadap  

Putusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  sebaga i  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  

oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  seseorang  

atau  badan  hukum  perda ta .  Penger t i an  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  menunjukan  

harus  bersumber  pada  suatu  keten tuan  hukum  ta ta  

usaha  Negara  yang  dapat  menimbulkan  hak  atau  

kewaj i ban  orang  la i n ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

7. Bahwa,  memperhat i kan  gugatan  Penggugat  secara  umum 

maka  hak  yang  dida l i l k a nnya  berka i t an  dengan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  ( IPP)  PT.  Radio  Suara  

Harapan  Semesta  atau  disebu t  sebaga i  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  Jasa  Peny ia ran  Radio  

sebutan  yang  digunakan  pada  UU No.32  Tahun 2002  yang  

mengatu r  secara  khusus  ( lex  spec ia l i s )  ten tang  

penye lenggaraan  peny ia ran  jasa  peny ia ran  rad io  dan  
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jasa  peny ia ran  te lev i s i  jo  Pasa l  13  ayat  (1 )  UU 

No.32  Tahun 2002;  

8. Bahwa  dengan  demik ian  pen i l a i an  te rhadap  keputusan  

Tergugat  harus  mel iha t  kepada  te r j ad i n ya  pelanggaran  

secara  l im i t a t i f  te rhadap  keten tuan  da lam  UU No.32  

Tahun  2002  atau  perbua tan / t i n dakan  Tergugat  

berka i t an  dengan  kewenangan  bebas  ( vr i j e  bestuu r )  

yang  bersumber  pada  UU  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  sebaga i  ukuran  pen i l a i an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

9. Bahwa,  alasan- alasan  atau  dasar  gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  t i dak  dengan  je l as  

menggambarkan  te lah  te r j ad i  keputusan  Tergugat  yang  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  yang  spes i f i k  dar i  

pera tu ran  perundang- undangan  dalam hal  in i  UU No.32  

Tahun  2002  dan/a tau  pera tu ran  pelaksanaannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa,  gugatan  Penggugat  leb ih  di l a t a r  be lakang i  

o leh  suatu  keputusan  yang  di rasakannya  sangat  

merug ikan  kepent i ngannya .  Menuru t  hukum  perasaan  

sa ja  t i dak  otomat i s  menjad ikan  keputusan  te rsebu t  

ber ten tangan  dan/a tau  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

11. Bahwa,  dengan  demik ian  memperhat i kan  pasa l  62  ayat  
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(1 )  huru f  b  dan  c  UU No.5  Tahun  1986  gugatan  

Penggugat  menuru t  hukum harus  dinya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  atau  t i dak  berdasar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  bersama 

in i  perkenankan lah  Tergugat  mengajukan  permohonan  agar  

Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  

member ikan  Putusan  mener ima  ekseps i  Tergugat  dan  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  atau  

t i dak  berdasar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA

UMUM

1. Bahwa,  sebe lum  Tergugat  member ikan  jawaban  te rhadap  

dal i l - da l i l  Penggugat  per lu  untuk  mendapatkan  

gambaran  yang  je l as  ten tang  landasan /dasar  hukum 

ta ta  usaha  Negara  yang  menjad i  acuan  Tergugat  

mengeluarkan  keputusan  yakn i ,  UU No.32  Tahun  2002.  

Undang- undang  in i  merupakan  produk  dar ipada  

re fo rmas i  hukum  di  Negara  k i t a  yang  member ikan  

penghargaan  t i ngg i  te rhadap  hak- hak  masyaraka t  pada  

pengawasan  te rhadap  kekayaan  Negara  da lam  hal  in i  

spekt rum  f rekuens i  rad io  yang  merupakan  sumber  daya  

alam te rba tas  dan harus  d i j aga  ser ta  di l i n dung i  o leh  

Negara  dan  d ipe rgunakan  sebesar - besarnya  untuk  
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kemakmuran  rakya t ;  - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  dengan  landasan  pemik i r an  seper t i  i t u ,  maka 

mater i  dar i  UU No.32  Tahun  2002  mempunya i  c i r i  khas  

te rsend i r i  yang  te r t uang  dalam  pengatu ran  pasa l -

pasa lnya  dan berbeda  dengan  pengatu ran  undang- undang  

la i n  pada  umumnya.  Masyaraka t  menuru t  UU No.32  Tahun  

2002  tu ru t  ser ta  secara  akt i f  da lam menyelenggarakan  

undang- undangan  in i ,  t i dak  semata- mata  pemer in tah  

sebaga i  penye lenggaranya .  Dalam  per ja l anannya  c i r i  

khas  undang- undang  te rsebu t  menimbulkan  po lemik  saat  

pember lakuan  undang- undang  yang  beru jung  pada  

persengke taan  hukum,  seh ingga  pember lakuan  UU No.32  

Tahun 2002  t i dak  dapat  efek t i f  sesua i  dengan  tangga l  

d i t e t apkannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa,  UU  No.32  Tahun  2002  mengalami  proses  

const i t u t i o na l  rev iew  pada  Mahkamah  Konst i t u s i  

Republ i k  Indones ia  sebanyaka  2  (dua)  ka l i ,  yakn i  

per tama ,  Perkara  Pengu j i an  Undang  Undang  dengan  

keputusan  Nomor  005/PUU- I /2003  tangga l  28  Ju l i  2004  

dan  kedua ,  perka ra  Sengketa  Kelembagaan  Negara  

dengan  keputusan  Nomor  030/SKLN-  IV /2006  tangga l  17  

Apr i l  2006  dan  Perkara  Pengu j i an  Undang  Undang 

dengan  keputusan  Nomor  031/PULI - IV /2006  tangga l  17  

Apr i l  2007;  - - - -

4. Bahwa,  se la i n  dar ipada  sengke ta  d i  Mahkamah 
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Konst i t u s i ,  kese lu ruhan  keten tuan - keten tuan  

pelaksanaan  dar i  UU  No.32  Tahun  2002  berupa  

Pera tu ran  Pemer in tah  mengalami  proses  jud i c i a l  

rev iew  d i  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia ,  

d ian ta ranya  perkara  Uj i  Mater i i l  PP No.50  Tahun 2005  

yang  dipu tuskan  da lam Keputusan  Mahkamah Agung Nomor  

18P/HUM/2006  tangga l  19  Apr i l  2007  yang  disampaikan  

kepada  para  p ihak  pada  tangga l  29  Nopember  2007  

mela lu i  Sura t  Pengi r iman  Putusan  Perkara  Hak  Uj i  

Mater i i l  Nomor  58/P- PUT/XI /2007 /20 /P /HUM/2006;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bahwa,  keputusan- keputusan  Mahkamah  Konst i t u s i  dan  

Mahkamah Agung  te rsebu t  d i  atas  menunjukkan  p ihak -

pihak  yang  mengajukan  permohonan  ada lah  para  pelaku  

usaha  dib idang  peny ia ran ,  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

(KPI )  dan  lembaga- lembaga  swadaya  masyaraka t  yang  

pedu l i  pada  peny ia ran  dengan  sengketa  utamanya  

bersangku tan  dengan  peran  dan  kedudukan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  sebaga i  wujud  peran  ser ta  

masyaraka t  yang  ber fungs i  mewadahi  asp i ras i  ser ta  

mewaki l i  kepent i ngan  masyaraka t  akan  peny ia ran  jo .  

Pasa l  8  UU  No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa,  awalnya  UU No.32  Tahun 2002  sebe lum keputusan  

Mahkamah  Konst i t u s i  yang  Nomor   005/PUU- I /2003  
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tangga l  28  Ju l i  2004  menempatkan  peranan  yang  

se imbang  anta ra  KPI  dengan  Pemer in tah  (bersama- sama)  

da lam kese lu ruhan  penye lenggaraan  peny ia ran  (sebaga i  

penentu  arah  keb i j akan ,  regu la to r ,  fas i l i t a t o r  dan  

pengawas) .  Sete lah  keputusan  Mahkamah  Konst i t u s i  

te rsebu t  maka  peranan  KPI  yang  dih i l angkan  dalam 

rangka  pembuatan  keten tuan - keten tuan  leb ih  lan ju t  

dar i  undang- undang  yang  d iamanatkan  da lam  Pasal  62  

UU  No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa,  ketan tuan - keten tuan  Undang Undang No.32  Tahun  

2002  yang  berka i t an  dengan  program s ia ran  ( conten t )  

masih  merupakan  wi layah  kewenangan  sepenuhnya  dar i  

KPI  atau  dalam  la i n  perka taan ,  KPI  ada lah  penentu  

arah  keb i j akan ,  regu la to r ,  fas i l i t a t o r  dan  pengawas  

te rhadap  is i  s ia ran  yang  di tayangkan  oleh  lembaga  

peny ia ran .  Dengan  demik ian  kewenangan  Pemer in tah  

t i dak  dapat  menjangkau  sega la  sesuatu  yang  berka i t an  

dengan  program  s ia ran  sebaga imana  yang  di ten tukan  

oleh  UU  No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa,  pr ins i p  yang  diu ra i kan  pada  but i r  7  ( tu j uh )  

merupakan  pedoman  dida lam  keputusan- keputusan  yang  

berka i t an  dengan  ta ta  cara  pember ian  IPP,  seh ingga  

sebaga i  sa lah  satu  contoh  ya i t u  Pasal  33 ayat  (8 )  UU 

No.32  Tahun  2002  jo  Pasa l  4 ayat  (3 )  PP No.50  TAhun  

2005  mensyara tkan  dalam  penga juan  IPP  melampi rkan  
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persyara tan  admin is t r a s i ,  program  s ia ran  dan  data  

tekn i k  peny ia ran .  Pasal  5  ayat  (2 )  PP No.  50  Tahun  

2005  menentukan  bahwa  Menter i ,  da lam  hal  in i  

Tergugat ,  melakukan  pemer iksaan  ke lengkapan  

persyara tan  admin is t r a s i  dan  data  tekn i k  peny ia ran ,  

sementa ra  Pasa l  5  ayat  (1 )  PP No.  50  Tahun  2005  

menentukan  KPI  melakukan  pemer iksaan  ke lengkapan  

program  s ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

9. Bahwa,  menuru t  hukum da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  

secara  admin is t r a t i f  te l ah  memenuhi  sega la  

persyara tan  untuk  mempero leh  IPP dan karenanya  t i dak  

ada  alasan  bag i  Tergugat  untuk  menolak  permohonan  

IPP,  harus  di to l ak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa,  memperhat i kan  dal i l  Penggugat  pada  ha laman  4 

(empat )  Nomor  10  (sepu luh )  yang  menyatakan  te l ah  

mendapatkan  iz i n  f rekuens i  ( I z i n  Stas iun  Radio )  

106,1  MHz dar i  Dinas  Perhubungan  Prov ins i  Riau  pada  

tangga l  3  September  2004  dengan  rekomendas i  yang  

dibe r i kan  oleh  Wal iko ta  Batam  untuk  mengurus  Iz i n  

Frekuens i  ( I z i n  Stas iun  Radio )  d i  Depar temen  

Perhubungan  dan  Telekomunikas i  RI  cq  Dinas  

Perhubungan  Riau  pada  tangga l  21  Jun i  2004  dan  

Rekomendas i  Gubernur  Riau  tangga l  21  Agustus  2004,  
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t idak  secara  hukum  mengukuhkan  kedudukan  hukum 

Penggugat ,  bahkan  sebal iknya  secara  hukum 

membuktikan  pelanggaran  hukum yang  di lakukan  oleh  

Penggugat .  Karena  sesua i  dengan  UU No.32  Tahun  2002  

Iz i n  Frekuens i  ( I z i n  Stas iun  Radio )  hanya  dapat  

d ibe r i kan  sete lah  Penggugat  memperoleh  IPP  (yang 

menurut  ketentuan  harus  didahulu i  dengan  pemberian  

Iz in  Prins ip )  jo .  Pasal  33  UU No.32  Tahun  2002  jo  

Pasa l  7  PP  No.50  Tahun  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa,  pernya taan  dalam  but i r  10  (sepu luh )  d i  atas  

diaku i  secara  tegas  oleh  Penggugat  apab i l a  

memperhat i kan  dal i l - da l i l n ya  dalam but i r  12,  13,  14,  

15,  16  dan  17  yang  menggambarkan  proses  Penggugat  

untuk  mendapatkan  IPP  (yang  menuru t  keten tuan  harus  

didahu lu i  dengan  pember ian  Iz i n  Pr ins i p )  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  2 s/d  Pasa l  7 PP No.  50 Tahun  

2005.  Dengan uru t - uru tan :

(1 ) Pengumuman yang  d ike lua rkan  oleh  KPID  Kepulauan  

Riau  tangga l  17  September  2005  ( in i s i a t i f  dar i  

KPI) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengajuan  berkas  permohonan  kepada  KPID 

Kepulauan  Riau  dan  Menkomin fo  tangga l  22  

Desember  2005;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Evaluas i  Dengar  Pendapat  dengan  KPID  Kepulauan  

Riau  tangga l  19  Apr i l  2006;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Rekomendas i  Kelayakan  dar i  KPID  Kepulauan  Riau  

tangga l  1  Mei  2006;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Terakh i r ,  pe laksanaan  Forum Rapat  Bersama  (FRB)  

anta ra  Pemer in tah  dan  KPI  yang  berwenang  

memutuskan  untuk  mener ima  atau  menolak  

permohonan  IPP;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa,  memperhat i kan  Pasal  34  ayat  (3 )  UU No.32  

Tahun  2002  jo  Pasa l  7  ayat  (1 )  dan  (2)  PP No.  50 

Tahun  2005  menje laskan  ten tang  penger t i an  dar ipada  

Iz i n  Pr ins i p  ya i t u  i z i n  yang  dibe r i k an  kepada  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta  untuk  melakukan  uj i  coba  

s ia ran ,  untuk  rad io  da lam  jangka  waktu  6  (enam)  

bulan  dengan  maksud  badan  hukum  yang  

mendapatkan /mempero leh  iz i n  te rsebu t  dapat  

melaksanakan  pembangunan  in f r as t r u k t u r ,  pengurusan  

proses  penetapan  f rekuens i ,  pe laksanaan  u j i  coba  

s ia ran  dan penye lenggaraan  uj i  coba  s ia ran  dan bukan  

(be lum  berhak)  untuk  melakukan  s ia ran  komers ia l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

13. Bahwa,  dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  secara  admin is t r a t i f  te l ah  memenuhi  

sega la  persya ra tan  untuk  mempero leh  IPP  hanya lah  

i l u s i .  Karena  persyara tan - persyara tan  yang  
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menuru tnya  te l ah  dipenuh i  be lum  ten tu  memenuhi  

s tandar  yang  di t en tukan  UU No.32  Tahun  2002  dan  PP 

No.50  Tahun  2005,  menginga t  masih  dibu tuhkan  

pengu j i an  dalam tahapan- tahapan  leb ih  lan ju t  seper t i  

FRB jo  Pasa l  33 ayat  (4 )  huru f  c  UU No.32  Tahun 2002  

jo  Pasa l  5  ayat  (7 )  dan  (9 )  PP No.50  Tahun  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa,  da l i l  Penggugat   da lam  but i r  18  (de lapan  

belas )  te rka i t  dengan  penggunaan  bahasa  Mandar in ,  

membukt i kan  Penggugat  secara  sep ihak  te l ah  

melecehkan  kewenangan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  (KPID)  Kepulauan  Riau  yang  secara  hukum 

berwenang  meni la i  ten tang  penggunaan  bahasa  dalam 

program s ia ran .  Jus t ru  s ikap  in i  menunjukkan :

(1 ) arogans i  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(2 ) memper l i ha t kan  ke lemahan  Penggugat  da lam memakai  

kewenangan  KPID yang  menuru t  hukum harus  di l i h a t  

sebaga i  perwu judan  asp i ras i  dar i  masyaraka t ,  dan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) menunjukkan  ket i dakmenger t i an  Penggugat  te rhadap  

UU No.32  Tahun  2002,  d imana  dalam  Pasal  37,  38  

dan  39  te l ah  mengatu r  ten tang  pembatasan  

penggunaan  bahasa  as ing ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa,  da l i l  Penggugat  se lan ju t nya ,  l i ha t  da l i l  
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Nomor  21  (dua  puluh  satu )  ha laman  8 (de lapan) ,  yang  

memperband ingkan  kond is i  sumber  daya  manusia ,  

f i nanc ia l ,  pera la tan  broadcas t ,  gedung  stud io  dan 

la i n - la i an  yang  dimi l i k i  o leh  Penggugat  leb ih  unggu l  

dar ipada  Lembaga Peny ia ran  Swasta  (LPS)  la i nnya  yang  

lo l os  da lam  FRB dengan  menuduh  keputusan  te rsebu t  

t i dak  t ransparan  dalam  penetapan  rangk ing ,  

menunjukkan  ket i dakpahaman  dan  ket i dakmenger t i an  

Penggugat  te rhadap  makna  UU  No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa,  dengan  je l as ,  tegas  dan  t ransparan  UU No.32  

Tahun  2002  te l ah  member i kan  pengatu ran  te rhadap  

syara t - syara t  yang  waj ib  dipenuh i  untuk  mendapatkan  

iz i n .  Dan  yang  harus  dipahami ,  sebe lum  mempero leh  

IPP  te tap  akan  mempero leh  Iz i n  Pr ins ip  te r l eb i h  

dahu lu  yang  memungkinkan  LPS yang  bersangku tan  untuk  

melengkap i  pembangunan  in f r a s t r u k t u r ,  sumber  daya  

manus ia ,  f i nanc i a l ,  pera la tan  broadcas t ,  gedung  

stud io  dan  la i n - la i n  Penggugat  merasa  yang  yang  

te rba i k  t i dak  berar t i  ha l  i t u  t i dak  dapat  d ipenuh i  

o leh  LPS yang  mendapatkan  Iz i n  Pr ins ip  mela lu i  FRB;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa,  yang  harus  disadar i  adanya  persya ra tan -

persyara tan  la i n  di l ua r  sumber  daya  manusia ,  

f i nanc ia l ,  pera la tan  broadcas t ,  gedung  stud io  dan 

la i n - la i n  yang  harus  dipenuh i  o leh  Penggugat  dan ha l  

i t u  secara  je l as ,  tegas  dan  t ransparan  secara  
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l im i t a t i f  te l ah  di ten tukan  oleh  UU No.32  Tahun  2002  

seper t i  kete rsed iaan  kana l  f rekuens i ,  program 

s ia ran ,  v is i  dan  mis i  yang  te r t uang  dengan  je l as  

da lam  proposa l  dan  la i n  sebaga inya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

18. Bahwa  yang  menjad i  dasar  Penggugat  

mengk las i f i k a s i k an  keputusan  Terguga t  melanggar  Asa-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  BAik  menunjuk  kepada  

keten tuan  Pasa l  11  UU No.36  Tahun  1999  ten tang  

Telekomunikas i  yang  dalam  ayat  (1 )  menyatakan  

“penye lenggara  te lekomun ikas i  sebaga imana  dimaksud  

pada  Pasal  7  dapat  d ise lenggarakan  sete lah  mendapat  

i z i n  dar i  Menter i ”   dan  ayat  (2 )  yang  menyatakan  

“ i z i n  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ibe r i k an  

dengan  memperhat i kan :  a.  Tata  cara  yang  sederhaa ;  b.  

prosesyang  t ransparan ,  adi l  dan  t i dak  disk r im ina t i f ;  

ser ta  c.  penye lesa ian  dalam  waktu  yang  s ingka t ” .  

Kemudian  kewenangan  Menter i  sebaga imana  dinya takan  

dalam  Pasa l  1  ayat  (2 )  huru f  b  dihubungkan  dengan  

keten tuan  Pasal  3  UU No.28  Tahun  1999  yang  meru juk  

kepada  adanya  Asas- Asas  Umum Penye lenggaraan  Negara  

yang  mel ipu t i  adanya:  Asas  Kepast i an  Hukum,  Asas  

Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ;  Asas  Kepent i ngan  

Umum;  Asas  Keterbukaan ;  Asas  Propors i ona l i t a s ;  dan  

Asas  
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Akuntab i l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa,  Pasa l  11 UU No.36  Tahun 1999 te rsebu t  d i  atas  

dipe rsand ingkan  dengan  Lampi ran  I I I  Keputusan  KPI  

No.41 /SK/KPI /  08/2005  ten tang  Panduan  Prosedur  

Admin is t r a t i f  Permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  bagi  Lembaga  Peny ia ran  Jasa  Peny ia ran  

Radio  dan  Jasa  Peny ia ran  Telev i s i  Ser ta  Lampi ran  

Pera tu ran  KPI  No.  3/P /KPI /08 /2006  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  yang  menyatakan  rapa t  

(FRB)  d i l aksanakan  secara  te r t u t up ,  bers i f a t  bebas,  

ju j u r  dan  adi l .  Yang dimaksud  “secara  ju j u r ”  ada lah  

pelaksanaan  FRB-nya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  atas  ha l - ha l  te ru ra i  d i  atas  Penggugat  

mengk las i f i k a s i k an  keputusan  Terguga t  sebaga imana  

te r t uang  da lam  Keputusan  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i kan  Nomor:  162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  tangga l  

17  Ju l i  2008  t i dak  memenuhi  pr ins i p - pr ins i p  

t ransparans i ,  ad i l  dan  t i dak  disk r im ina t i f  

sebaga imana  di ten tukan  oleh  Pasa l  11  UU 

Telekomunikas i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa,  te rhadap  k las i f i k a s i  Penggugat  atas  keputusan  

Tergugat  te ru ra i  d i  atas ,  Tergugat  menolak  dengan  
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tegas  dengan  alasan- alasan  hukum te ru ra i  d i  bawah 

in i :

(1 ) Penggugat  ke l i r u  da lam menerapkan  keten tuan  ta ta  

usaha  Negara  untuk  menguj i  keputusan  Tergugat  

yakn i  dengan  mengacu  pada  pasa l  11  UU No.36  

Tahun  1999  ten tang  Telekomunikas i ,  karena  

keten tuan  hukum ta ta  usaha  Negara  yang  di j ad i kan  

dasar  atau  landasan  kewenangan  Tergugat  da lam 

membuat  keputusannya  ada lah  UU No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pasa l  5  ayat  (11 )  PP No.50  Tahun  2005  sebaga i  

keten tuan  pelaksana  dar i  UU No.32  TAhun  2002,  

yang  sangat  d ipahami  oleh  Penggugat  ( l i ha t  pada  

dal i l  Nomor  56  keten tuan  in i  d iku t i p  sangat  

lengkap) ,  membukt i kan  keputusan  Menter i  hanya  

ber i s i k an  perse tu j uan  atau  peno lakkan  IPP  tanpa  

embel - embel  seper t i  yang  d ikehendak i  o leh  

Penggugat  (harus  t ransparan  dan  akuntabe l ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Lampi ran - lampi ran  Keputusan  KPI  menuru t  hukum 

bukan  landasan  atau  dasar  yang  waj ib  di j ad i kan  

pedoman  oleh  Terguga t  da lam  membuat  Keputusan  

Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  Nomor:  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  tangga l  17  Ju l i  2008,  

karena  PP  No.50  Tahun  2005,  menyangkut  FRB,  

t i dak  member ikan  kewenangan  kepada  KPI  untuk  

Halaman 53 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat  keputusan  pelaksanaan  leb ih  lan ju t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INTERVENSI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC)

20. Bahwa,  da l i l  Penggugat  ten tang  in te r vens i  dar i  

Kedutaan  Besar  RRC  pada  proses  penga juan  IPP  

di l andas i  o leh  pemik i r an  dan  pen i l a i a nnya  send i r i  

yang  subyek t i f  dan  t i dak  berdasarkan  hukum  bahwa 

Penggugat  “ te l ah  memenuhi  sega la  persyara tan  dan  

standar  ke layakan  untuk  mendapatkan  IPP,  seh ingga  

Tergugat  t i ngga l  menja lankan  tugas  untuk  

mendaf ta r kan  dan  secara  otomat i s  member ikan  IPP” .  

Sehingga  menuru t  Penggugat  t i dak  diber i kannya  IPP  

oleh  Tergugat  karena  adanya  in t e r vens i  dar i  Kedutaan  

Besar  RRC mela lu i  sura t  yang  dik i r im  ke  Depar temen  

Luar  Neger i  RI  dan  di tembuskan  kepada  Depar temen  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  agar  “Vo ice  of  Hope 

( Indones ia ) ”  rad io  s tas iun  dengan  f rekuens i  106,5  FM 

dibekukan /d i be rhen t i k an  dengan  tuduhan  bahwa  rad io  

Penggugat  digunakan  sebaga i  corong  propaganda  al i r an  

sesat  “Fa lun  Gong” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa,  da l i l  Penggugat  te r sebu t  d i  atas  sangat  

mengada- ada  dan  t i dak  berdasarkan  hukum,  seh ingga  

agar  t i dak  menimbulkan  penafs i r an  yang  ke l i r u  per lu  

te r l eb i h  dahu lu  d i l u r uskan  beberapa  hal  o leh  

Tergugat ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Penggugat  menuru t  hukum baru  memenuhi  sebag ian  

persyara tan  untuk  mendapatkan  IPP;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

(2 ) IPP  yang  apab i l a  dipe ro leh  sesua i  dengan  

pera tu ran  yang  ber l aku  masih  bers i f a t  sementara  

(p r i n s i p ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) IPP  Pr ins i p  sesua i  dengan  keten tuan  dimaksudkan  

untuk  member i kan  kesempatan  kepada  LPS  yang  

bersangku tan  melengkap i  pembangunan  

in f r as t r u k t u r  pengurusan  proses  penetapan  

f rekuens i ,  pe laksanaan  u j i  coba  s ia ran  dan  

penye lenggaraan  uj i  coba  s ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  dapat  d imenger t i  apab i l a  t i dak  memahami  

ha l  in i ,  karena  te l ah  melaksanakan  dan  melakukan  

s ia ran ,  padaha l  secara  hukum  hal  in i  harus  

dinya takan  t i dak  sah  jo  UU No.32  Tahun  2002.  Dan 

kesempatan  yang  dibe r i kan  oleh  KPID  Kepulauan  Riau  

untuk  Penggugat  mengurus  IPP  sesua i  dengan  UU No.32  

Tahun  2002  seharusnya  d imanfaa tkan  dengan  seba ik -

baiknya  mengiku t i  persyara tan - persyara tan  yang  

secara  lengkap  di ten tukan  oleh  pera tu ran  perundang-

undangan;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa,  sura t  dar i  Kedutaan  Besar  RRC sama  seka l i  

t i dak  berka i t an  dengan  pen i l a i an  Tergugat  se laku  

Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  dalam  proses  

penetapan  IPP,  karena  sebaga imana  dida l i l k a n  oleh  

Penggugat  sura t  te rsebu t  berka i t an  dengan  program 

s ia ran .  Sehingga  sebaga imana  diu ra i kan  Tergugat  pada  

bag ian  awal  jawaban  dalam pokok  perkara ,  kewenangan  

yang  diber i kan  oleh  UU  No.32  Tahun  2002  untuk  

meni la i  program s ia ran  berada  pada  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia ,  da lam  hal  in i  termasuk  KPID  Kepulauan  

Riau.  Jad i  da l i l  Penggugat  ten tang  in te r vens i  

Kedutaan  Besar  RRC pada  keputusan  Tergugat  sangat  

mengada- ada  dan  t i dak  mempunyai  a lasan  hukum sama 

seka l i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa,  mendalami  UU No.32  Tahun 2002 diben tuk  dengan  

di l andas i  o leh  pemik i r an  untuk  menjamin  hak  set i ap  

orang  dalam  berkomunikas i  dan  mempero leh  in fo rmas i  

untuk  mengembangkan  pr ibad i  dan  l i ngkungan  

sos ia l nya ,  ser ta  berhak  untuk  mencar i ,  mempero leh ,  

memi l i k i ,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  

in f o rmas i  dengan  menggunakan  sega la  jen i s  sa lu ran  

yang  te rsed ia  (Pasa l  28F  UUD 1945) .  Juga  disusun  

dengan  memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  28G ayat  (1 )  

dan  Pasa l  28J  ayat  (2 )  UUD 1945,  seh ingga  UU No.32  
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Tahun  2002  pada  pasa l  36  ayat  (4 ) ,  (5 )  dan  (6 )  

member ikan  pengatu ran  sebaga i  ber i ku t  :

(4 ) Is i  s ia ran  waj ib  di j aga  net ra l i t a s nya  dan  t i dak  

boleh  mengutamakan  kepent i ngan  golongan  

te r t en tu ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Is i  s ia ran  d i l a r ang :

a. bers i f a t  f i t nah ,  menghasut ,  menyesatkan  

dan/a tau  bohong;  - - - -

b. menonjo l kan  unsur   kekerasan ,  cabu l ,  

per jud i an ,  penya lah - gunaan  narko t i k a  dan  obat  

te r l a r ang ;  atau  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . memperten tangkan  suku,  agama,  ras  dan  anta r  

go longan ;  - - - - -

(6 ) Is i  s ia ran  d i l a r ang  mempero lokkkan ,  merendahkan,  

melecehkan  dan/a tau  mengabaikan  ni l a i - n i l a i  

agama,  martaba t  manus ia  Indones ia ,  atau  merusak  

hubungan  in t e rnas i ona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa,  dengan  demik ian  te rka i t  dengan  program s ia ran  

bukan  sesuatu  hal  yang  is t imewa  dan t i dak  se layaknya  

dicu r i ga i  sebaga i  in te r vens i  apab i l a  Kedutaan  Besar  

RRC mengajukan  kebera tan  te rhadap  is i  s ia ran  yang  

menuru t  pandangan  mereka  merug ikan .  Karena  sesua i  

dengan  keten tuan  UU No.32  Tahun  2002  te rku t i p  di  

atas ,  t i ndakan  dar i  Kedutaan  Besar  RRC  dengan  

mengi r imkan  sura t  kebera tan  te rhadap  program  s ia ran  

yang  di l akukan  oleh  Penggugat ,  sah- sah  sa ja  menuru t  
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hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENKOMINFO BERTENTANGAN DENGAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

25. Bahwa  memperhat i kan  dal i l - da l i l  Penggugat  te rca ta t  

pada  nomor  52  s/d  58  te rnya ta  berka i t an  dengan  

prosedur  penyamapaian  keputusan  Tergugat  kepada  

Penggugat .  Menuru t  Pasa l  5 ayat  (11)  PP No.50  Tahun  

2005  Tergugat  waj ib  menerb i t kan  keputusan  peno lakan  

permohonan  IPP  kepada  Penggugat  da lam  jangka  waktu  

30  ( t i ga  puluh)  har i  ker j a  se jak  ada  kesepakatan  

dalam FBR;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa,  ha l  per tama  yang  harus  dice rmat i  keten tuan  

Pasa l  5  ayat  (11)  PP  No.50  Tahun  2005  mengatu r  

ten tang  prosedur  penyampaian  keputusan  sebaga imana  

juga  dinya takan  o leh  Penggugat  da lam  dal i l n ya .  Dan 

dalam  PP  No.50  Tahun  2005  t i dak  menentukan  

kete r l ambatan  penyampaian  sura t  peno lakan  akan  

berak iba t  pada bata l  atau  dapat  d iba ta l kannya  mater i  

keputusan  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa,  ha l  in i  dapat  d imak lumi  menginga t  kons t ruks i  

pengatu ran  per i z i nan  di l andas i  o leh  pemik i r an  

penga juan  IPP  ber j a l an  parare l  dengan  kete rsed iaan  

kana l  f rekuens i ,  seh ingga  proses  pen ja tuhan  

keputusan  hanya  te rka i t  pada 2 (dua)  ha l ,  yakn i :
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(1 ) pember ian  IPP;  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(2 ) perpan jangan  IPP;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Hak in i  te rbuk t i  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  33 ayat  

(6 )  UU  No.32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa,  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  dengan  je l as  oleh  

Tergugat  pada  DALAM POKOK PERKARA dengan  judu l  UMUM, 

UU No.32  Tahun  2002  mengalami  proses  cons t i t u t i o na l  

rev iew  d i  Mahkamah  Konst i t u s i  dan  dipu tus  pada  

tangga l  28 Ju l i  2004 dengan  Keputusan  Nomor  005/PUU-

I /2003 .  Akiba tnya  te r j ad i  kete r l ambatan  dalam 

penyusunan  pera tu ran  pelaksanaan  dalam  bentuk  

pera tu ran  pemer in tah .  Tenggang  waktu  yang  te r j ad i  

dar i  penetapan  undang- undang  te rsebu t  sampai  dengan  

proses  penyusunan  pera tu ran  pemer in tah  menyebabkan  

kekosongan  humum yang  berak iba t  kepada  penumpukan  

permohonan  per i z i nan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

29. Bahwa,  oleh  karena  i t u  ket i ka  menyusun  pera tu ran  

pemer in tah  kond is i  yang  te rc i p t a  ak iba t  

d ike lua r kannya  UU No.32  Tahun  2002  di l ua r  perk i r aan  
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berka i t an  dengan  minat  masyaraka t  untuk  mempero leh  

IPP,  oleh  karenanya  keten tuan  Pasal  5  ayat  (11)  PP 

No.50  Tahun  2005  menambah  ka idah  peno lakan  IPP  

se la i n  konteks  pember ian  dan  perpana jangan  IPP.  

Kondis i  in i  makin  parah  dengan  proses  cons t i t u t i o na l  

rev iew  UU No.32  Tahun  2002  pada  Mahkamah Konst i t u s i  

yang  kedua  dan  jud i c i a l  rev iew  PP No.50  Tahun  2005 

pada  Mahkamah  Agung;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bahwa,  kepast i an  regu las i  d i  b idang  Peny ia ran  baru  

dipe ro l eh  akh i r  tahun  2007,  dan  pada  saat  i t u l ah  

penataan  di l akukan  te rhadap  per i z i nan  peny ia ran  

untuk  se lu ruh  wi layah  Nusanta ra  yang  mel ipu t i  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta ,  Lembaga  Peny ia ran  Publ i k  

dan Lembaga Peny ia ran  Komuni tas  untuk  jasa  peny ia ran  

rad io  dan  te l ev i s i ,  ser ta  Lembaga  Peny ia ran  

Ber langganan  khusus  untuk  jasa  peny ia ran  te l ev i s i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bahwa,  ura ian  di  atas  t i dak  bermaksud  untuk  

menunjukkan  ke la l a i an  Tergugat  te rhadap  Penggugat ,  

akan  te tap i  ha l  i t u  merupakan  kenyataan  dan  

pembela ja ran  kepada  k i t a  semua ten tang  perse l i s i h an  

te rhadap  undang- undang  yang  dapat  mengak iba tkan  

kerug ian  pada  pelayanan  pub l i c ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENUTUP

32. Bahwa,  menuru t  keten tuan  yang  ber l aku  te rdapa t  2 

(dua)  ha l  v i t a l  da lam penga juan  IPP,  yakn i :

(1 ) kete rsed iaan  kana l  f rekuens i  yang  dalam 

kenya taannya  te rba tas ; -

(2 ) kesepaka tan  FRB  anta ra  Pemer in tah  dan  KPI ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  6 PP No.50  Tahun 2005  pada  pokoknya  menegaskan  

apab i l a  jumlah  Pemohon  IPP  meleb ih i  f rekuens i  yang  

te rsed ia  di l aksanakan  se leks i  da lam  FRB;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

33. Bahwa,  semangat  UU No.32  Tahun 2002 membatas i  metoda  

se leks i  yang  di l akukan  dalam  FRB dan  mengharamkan  

metoda  se leks i  yang  berbau  komers ia l  ( l e l ang ) .  Dan 

pi l i h an  metoda  se leks i  yang  d igunakan  di te t apkan  

“beauty  contes t ”  dengan  mekanisme  eva luas i  hanya  

te rhadap  persyara tan  yang  d i t e t apkan  oleh  keten tuan  

jo  Pasa l  4  PP No.50  Tahun  2005  yakn i ,  persyara tan  

admin is t r a t i f ,  program  s ia ran  dan  data  tekn i k  

peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

34. Bahwa,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  5 ayat  (1 )  dan  

(2 )  PP  No.50  Tahun  2005  menentukan  kewenangan  
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pemer iksaan  program  s ia ran  d i l akukan  oleh  KPI  

sedangkan  Pemer in tah  melakukan  pemer iksaan  

persyara tan  admin is t r a t i f ,  program  s ia ran  dan  data  

tekn i k  peny ia ran ;  -

35. Bahwa,  FRB untuk  wi layah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  

dise lenggarakan  pada  tangga l  5  Oktober  2007  di  

Jakar ta  yang  membahas  10  (sepu luh )  pemohon  IPP  

te rd i r i  dar i  3 ( t i ga )  pemohon te l ev i s i  dan 7 ( tu j uh )  

pemohon rad io .  Kesepakatan  FRB adalah  dar i  7 ( tu j uh )  

pemohon  rad io  te rsebu t  2  (dua)  pemohon  d ian ta ranya  

di t o l a k  ya i t u  rad io  Penggugat  send i r i  (PT.  Radio  

Suara  Harapan  Semesta)  dan  PT.  Radio  Gfan  

Bethe l i ndo ,  karena  kete rsed iaan  kana l  f rekuens i  

untuk  rad io  te rba tas  kesepaka tan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  “se leks i ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  bersama 

in i  perkenankan lah  Tergugat  mengajukan  permohonan  agar  

Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  

member ikan  Putusan  da lam Pokok  Perkara :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3. Ex  aequo  et  bono ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -        

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  pada  pers idangan  tangga l  

21  Januar i  2009  dan  atas  Repl i k  Para  Penggugat  te r sebu t  

p ihak  Terguga t  te lah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  

tangga l  4  Februar i  2009   dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan  maka Repl i k  Penggugat  ser ta  Dupl i k  Tergugat  t i dak  

diu ra i kan  pada  Putusan  namun di tun j uk  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  dalam perkara  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memper tahankan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  matera i  

cukup  dan  te l ah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  ser ta  masing- masing  dibe r i  

tanda  P- 1  s/d  P- 20A  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1 : Akte  Pendi r i an  PT.  Radio  Harapan  Semesta  

No.  13  tangga l  22- 10- 2005  dibua t  

o leh /d i hadapan  ARUNEE OLIVA  DEPARY,  SH. ,  

Notar i s  d i  Kota  Batam  (Foto  copy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. Bukt i  P- 2 : Sura t  Keputusan  Menter i  Komunikas i  dan 

In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  tangga l  17  Ju l i  

2008  ten tang  Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Sura t  Rekomendas i  Wal iko ta  Batam  Nomor:  

552.41 /PHB-  POSTEL/187/V I / 2004  tangga l  21 

Ju l i  2004  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Rekomendas i  Sekre ta r i a t  Daerah  Pemer in tah  

Prop ins i  Riau  Nomor:  48/SR/2004  tangga l  12  

Agustus  2004  ten tang  Penye lenggaraan  Radio  

Siaran  Swasta  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Sura t  Dinas  Perhubungan  Pemer in tah  Prop ins i  

Riau  Nomor  :  PT.303/A- 41/DPHB-2004  tangga l  

3  September  2004  per iha l  Iz i n  Sementara  

Radio  Siaran  Loka l  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
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6. Bukt i  P- 6 : Proposa l  Permohonan  Iz i n  Peny lenggaraan  

Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  Swasta  PT.  

Radio  Suara  Harapan  Semesta  (Fo to  copy  dar i  

fo to  copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Ser t i p i k a t  Rekomendas i  Kelayakan  tangga l  29  

Apr i l  2006  di te r b i t k an  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Daerah  Kepulauan  Riau  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 7A : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  No.  

159/PT/KPID- KEPRI/X I / 2006  tangga l  23 

November  2006  per i ha l  Pember i t ahuan  

Kunjungan  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 7B : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor  :  

47/K /KPID- KEPRI/ IV /2006  tangga l  28  Apr i l  

2006  per iha l  Pember i t ahuan  Kelayakan  (Foto  

copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 8 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  

Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor  :  138/K /KPID-

KEPRI/ IX I / 2006  tangga l  13  November  2006  

per iha l  Mohon Siarkan  ILM (Foto  copy  sesua i  
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dengan  as l i ) :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 8A : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  

08/K /KPID- KEPRI/ I / 2007  tangga l  23  Januar i  

2007  per iha l  Penetapan  Jadwal  ILM  (Foto  

copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

12. Bukt i  P- 9 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  

Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  141/K /KPID-

KEPRI/ IX I / 2006  tangga l  13  November  2006  

per iha l  Undangan  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

13. Bukt i  P- 10 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  

47/K /KPID- KEPRI/V /2006  tangga l  18  Mei  2006  

per iha l  Ker ja  Penayangan  Ad Lips  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

14. Bukt i  P- 11 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  
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52/K /KPID- KEPRI/V /2006  tangga l  22  Mei  2006  

per iha l  Revis i  Ad  Lips  (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P- 12 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  

54/K /KPID- KEPRI/V /2006  tangga l  22  Mei  2006  

per iha l  Sura t  Undangan  (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- 13 : Sura t  Sub Komis i  Hak Sip i l  Dan Pol i t i k  

Komis i  Nasiona l  Hak  Azas i  Manusia  Nomor  :  

221/S IPOL/KOMNASHAM/  IV /2006  tangga l  28 

Apr i l  2006  per iha l  Permin taan  Siaran  

Program  Talk  Show  Sek i ta r  CATATAN SIPIL  

(Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P- 14 : Sura t  Kete rangan  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  

Nomor:  30/SKT/KPID- KEPRI/ I I I / 2 006  tangga l  

27  Maret  2006  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P- 15 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  

367/K /KPID- KEPRI/ I / 2006  tangga l  3  Januar i  

2006  per iha l  L ipu tan  Acara  Dia log  (Foto  

copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

19. Bukt i  P- 16 : Sura t  Genera l  Manager  Radio  Era  Baru  

FM  No.  201/EBFM/IX /2007  per iha l  Program 

Siaran  Radio  tangga l  11  September  2007  

(Fo to  copy  sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - -

20. Bukt i  P- 16A : Sura t  Di rek tu r  Radio  Era  Baru  FM No.  

207/EBFM/VI I / 2007  tangga l  6  Ju l i  2007  

per iha l  Penje lasan  Terka i t  Siaran  Erabaru  

FM  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P- 16B : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  

151/K /KPID- KEPRI/V I / 2007 tangga l  28  Jun i  

2007  per iha l  Himbauan  (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P- 16C: Program  Acara  Radio  Reabaru  106,5  FM,  

Format  –  Indones ia  :  Mandar in  =  70% :  30% 

68
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(Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P- 17 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  No.  260/EB- FM/XI I / 2007  tangga l  7 

Desember  2007  per i ha l  Penje lasan  Ber i t a  

Batam Pos  (Foto  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  P- 17A : Sura t  Di rek tu r  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  No.  33/EB- FM/I I I / 2 008  tangga l  14 

Maret  2008  per iha l  Per temuan  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  P- 18 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  No.  23/EB- FM/IV /2008  tangga l  8 

Apr i l  2008  per iha l  Sta tus  Per i j i n an  Radio  

Erabaru  FM (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P- 18A : Sura t  Di rek tu r  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  No.  22/EB- FM/IV /2008  tangga l  8 

Apr i l  2008  per iha l  Sta tus  Per i j i n an  Radio  

Erabaru  FM (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 69 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukt i  P- 19 : Sura t  dar i  Kedutaan  Besar  RRC 

di t u j u kan  kepada  Depar temen  Luar  Neger i  RI  

No.  181- 07  Apr i l  2007  (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

28. Bukt i  P- 20 : SMS Suara  Hat i  Pendengar  Radio  Erabaru  

106,5  FM –  Batam  (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bukt i  P- 20A : Pernya taan  Dukungan  Kepada  Radio  

Erabaru  106,5  FM (Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memper tahankan  dal i l - da l i l  

sangka lannya ,  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  matera i  

cukup  dan  te l ah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  ser ta  dibe r i  tanda  T- 1 s/d  T-

21  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i   T-  1 : Undang  Undang  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  32  Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  Perkara  Nomor  :  

005/PUU- I /2003 ;  

70
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor:  50  Tahun  2005  

ten tang  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga 

Peny ia ran  Swasta ; - - (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T- 2 : Ber i t a  Acara  Evaluas i  Dengar  Pendapat  

Nomor:  09/BA/KPID- KEPRI/ IV /2006  dar i  KPID 

Kepulauan  Riau  tangga l  19  Apr i l  2006  kepada  

PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta  (Erabaru  

FM) (Fo to  copy  dar i  fo to  copy  lega l i s i r ) ;  -

3. Bukt i  T- 3 : Permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta  PT.  Radio  Suara  

harapan  Semesta  (ERABARU FM)  kepada  KPI  D 

Kepulauan  Riau  dan  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  No.  100/EB/XI I - 2005  tangga l  22 

Desember  2005  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

4. Bukt i  T- 4 : Permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta  PT.  Radio  Suara  

Harapan  Semesta  (ERABARU FM)  kepada  KPID 

Kepulauan  Riau  No.  202/EBFM/IX /2005  ten tang  

ke lengkapan  berkas  rad io  tangga l  13 

September  2007;  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T- 5 : Laporan  Keberadaan  Peny ia ran  Swasta  ERABARU 

FM Jasa  Peny ia ran  Radio ,  Nomor  :  073/EB-

FM/IV /2006  tangga l  25  Apr i l  2006  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  - - - - - - -

6. Bukt i  T- 6 : Memo Dinas  Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  Sarana  

Komunikas i  Dan  Diseminas i  In fo rmas i  

Depar temen  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  

di t u j u kan  kepada  Seketa r i s  Jendera l  DEP 

KOMINIFO  tangga l  11  Mei  2007  (Foto  copy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T- 7 : Ber i t a  in te rne t  dar i :  

ht tp ; /www.an ta ra . co . i d / a r c / 2007 /  6/2 / r ad i o -

eraba- baru- batam- akantun tu t - kedubes- ch ina /  

- - - - - tangga l  02/06 /07  (Fo to  copy  sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T- 8 : Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  

Prov ins i  Kepulauan  Riau  Nomor:  151/K /KPID-

KEPRI/V I /  2007tangga l  28  Jun i  2007  per iha l  

Himbauan  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy  

lega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
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9. Bukt i  T- 9 : Sura t  Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  

Republ i k  Indones ia  Nomor  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008  tangga l  17  Ju l i  

2008  ten tang  Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta  

(Fo to  copy   sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

10. Bukt i  T- 10 : Laporan  Si tuas i  Nomor  :  

574/DJSKDI .2 /Komin fo / 9 / 2007  dar i  Di rek tu r  

Peny ia ran  kepada  Pl t .  Pl t .  Di rek tu r  

Jendera l  Sarana  Komunikas i  Dan  Diseminas i  

In fo rmas i  Depar temen  Komunikas i  dan 

In fo rmat i ka  ten tang  laporan  Hasi l  Rapat  

Kord inas i  ten tang  Jemaat  Ahmadiyah  

Indones ia  (JA I )  dan  fa l un  Gong  tangga l  6 

September  2007  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T- 11 : Ber i t a  Acara  Nomor:  

01/FRB/KEPRI /10 /2007  ten tang  Hasi l  Forum 

Rapat  Bersama  Untuk  Per i z i nan  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  

Swasta  d i  Prov ins i  Kepulauan  Riau  (Foto  

copy  sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 73 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT
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12. Bukt i  T- 12 : Notu len  Forum  Rapat  Bersama  Antara  

Pemer in tah  dan  KPI  untuk  Wi layah  Layanan  

Prov ins i  Kepulauan  Riau  (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

13. Bukt i  T- 13 : Riasa lah  Rapat  Koord inas i  Pers iapan  

Forum rapa t  Bersama  khusus  untuk  Per i z i nan  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  

Jasa  Peny ia ran  Radio  dan  te l ev i s i  untuk  

wi layah  layanan  Prov ins i  Jawa  Tengah  dan  

Kepulauan  Riau,  tangga l  7  September  2007  

(Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T- 14 : Sura t  dar i  Bala i  Moni to r  Spekt rum 

Frekuens i  Radio  dan  Orb i t  Sate l i t  Kelas  I I  

Batam,  Di rek to ra t  Jendera l  Pos  dan 

te lekomun ikas i ,  Depar temen  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  kepada  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  (Era  Baru  FM)  Nomor:  02/ I I  c /Mon-

DF/b . I I . BTM/ I I I / 2 008  tangga l  28  Maret  2008,  

per iha l  Sura t  Penr inga tan  (Fo to  copy  dar i  

fo to  copy  lega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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15. Bukt i  T- 15 : Sura t  dar i  Bala i  Moni to r  Spekt rum 

Frekuens i  Radio  dan  Orb i t  Sate l i t  Kelas  I I  

Batam,  Di rek to ra t  Jendera l  Pos  dan 

te lekomun ikas i ,  Depar temen  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  kepada  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  (Era  Baru  FM)  Nomor:  314/ I I  c /  

/b . I I . BTM/VI I / 2 008  tangga l  25  Ju l i  2008,  

per iha l  Sura t  Penr inga tan  (Fo to  copy  dar i  

fo to  copy  lega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T- 16 : Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Nomor:  02  Tahun  2007  ten tang  Pedoman 

Per i l a ku  Peny ia ran ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Nomor:  

03  Tahun  2007  ten tang  Standar  Program 

Siaran ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T- 17 : Keputusan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Nomor:  009/SK/KPI /8 / 2004  tangga l  30  Agustus  

2004  ten tang  Pedoman Per i l a ku  Peny i ran  dan  

Standar  Program  Siaran  (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 75 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT
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18. Bukt i  T- 18 : Sura t  Genera l  Manager  Radio  Era  Baru  

FM  No.  201/EBFM/IX /2007  per iha l  Program 

Siaran  Radio  tangga l  11  September  2007  

(Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  T- 19 : Sura t  dar i  Lembaga  Bantuan  Hukum Pers  

kepada  Di rek tu r  Peny ia ran ,  Di rek to ra t  

Jendera l  Sarana  Komunikas i  Dan  Diseminas i  

In fo rmas i  Depar temen  Komunikas i  dan 

In fo rmat i ka  Nomor:  34/SK- LIT IGASI /LBH 

Pers / IV / 08  tangga l  23  Apr i l  2008,  per iha l  

Permohonan  Penje lasan  Sta tus  IPP  Radio  

Erabaru  106,5  FM (PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta)  –  Batam  (Fo to  copyd  ar i  fo to  

copy) ;  - - - - -

20. Bukt i  T- 20 : Sura t  Di rek tu r  Peny ia ran  Di rek to ra t  

Jendera l  Sarana  Komunikas i  Dan  Diseminas i  

In fo rmas i  Depar temen  Komunikas i  dan 

In fo rmat i ka  Nomor:  241/DJSKDI /  

KOMINFO/4/2008  tangga l  24  Apr i l  2008,  

per iha l  Undangan  Rapat   (Fo to  copy  dar i  

fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  T- 21 : Laporan  Si tuas i  dar i  Di rek tu r  

Peny ia ran  kepada  Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  

Sarana  Komunikas i  Dan  Diseminas i  In fo rmas i  

76
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Depar temen  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  

Nomor:  247/DJSKDI .2 /KOMINFO/4/2008  tangga l  

29  Apr i l  2008,  pewr iha l  Laporan  

Si tuas iHas i l  Rapat  Pembahasan  Sura t  LBH 

Pers  ten tang  PT.  Radio  Suara  harapan  

Semesta  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa pihak  Penggugat  disamping  mengajukan  

bukt i  te r t u l i s  juga  mengajukan  seorang  saks i  ah l i  bernama 

DR.ADE ARMANDO dan  seorang  saks i  bernama  NURUL FITHORINI  

AA.SS,  dan  para  saks i   te rsebu t  da lam  pers idangan  te lah  

member ikan  kete rangannya  dibawah  sumpah  sesua i  dengan  

agamanya ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

I . Saks i  Ahl i  DR.ADE  ARMANDO  (Lak i - lak i ,  Warganegara  

Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker j aan  Dosen pada :  FISIP- UI ,  

Univers i t a s  Pel i t a  Harapan,  STIKOM In te r  Stud i ,  tempat  

lah i r  Jakar t a ,  tangga l  24 September  1961,  tempat  t i ngga l  

d i  Perumahan  Pandan  Val ley  Blok  B 2  /  No.23  Parakan  

Jaya,  Bogor  16310) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  proses  penga juan  permohonan  peny ia ran  dimula i  

dar i  bawah  ya i t u  dar i  KPID,  sesua i  dengan  UU No.32  

harus  mela lu i  fo rum  dengar  pendapat ,  ya i t u  suatu  

fo rum  yang  bers i f a t  demokra t i s  la l u  di i ku t i  dengan  

Halaman 77 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT
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di t e rb i t k annya  rekomendas i  dar i  KPI  d imana  KPI  dalam 

member ikan  rekomendas i  berkoord i nas i  dengan  KPI  d i  

Daerah ,  se lan ju t nya  diadakan  Forum  Rapat  Bersama 

(FRB)  anta ra  KPI  dan  ins tans i  te rka i t ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Forum  Rapat  Bersama  mempunyai  n i l a i  pent i ng  

dalam  ha l  untuk  mempero leh  i j i n  penye lenggaraan  

peny ia ran  dan  f rekuens i  karena  hanya  d ibe r i k an  kepada  

satu  pihak  sa ja  dan  t i dak  boleh  d imi l i k i  p ihak  la i n ;  

- - - - - - -

- Bahwa te rhadap  adanya  peno lakan  atas  permohonan  i j i n  

penye lenggaraan  peny ia ran ,  pember ian  i j i n  

penye lenggaraan  peny ia ran  atau  peno lakan  

perpana jangan  i j i n  penye lenggaraan  peny ia ran  harus  

je l as  alasan- alasannya  dan  harus  je l as  pen je lasannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  Undang Undang No.  32 ten tang  Peny ia ran ,  

semua  lembaga  peny ia ran  harus  mempunyai  i j i n ,  ka lau  

sudah  mempunyai  I j i n ,  i j i n  yang  lama  dipe rbaharu i ,  

atau  ka lau  belum ada  i j i n  maka d i t e rb i t k an  i j i n  yang  

baru ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

jangka  waktu  penga juan  permohonan  i j i n  

penye lenggaraan  peny ia ran  sampai  dengan  di te r b i t k an  

atau  di to l a knya  permohonan  i j i n  te rsebu t  ada lah  30  
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( t i g a  puluh)  har i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  proses  permohonan  i j i n  penye lenggaraan  

peny ia ran  yang  meleb ih i  30  ( t i ga  puluh)  har i  ada lah  

t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  yang  ber laku  untuk  i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Forum  Rapat  Bersama  te rd i r i  dar i  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  dan  Pemer in tah  da lam  hal  in i  

Menter i  Komunikas i  dan In fo rmat i ka ;  - - - - - - -

- Bahwa tugas  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  dia tu r  da lam 

Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa  standard  bahasa  dia tu r  da lam  Undang  Undang 

Nomor  32  Tahun  2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Saks i  NURUL FITHORINI  AA.SS  (Perempuan,  Warganegara  

Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker jaan  Wiraswasta ,  tempat  lah i r  

Purwore jo ,  tangga l  5  Oktober  1975,  tempat  t i ngga l  d i  J l .  

Bangka  I I  RT.018/RW.03,  Keluarahan  Pela  Mampang,  Kecamatan  

mampang  Prapatan ,  Jakar ta  Sela tan ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  had i r  pada  Forum  Dengar  Pendapat  yang  

diadakan  o leh  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  
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Kepulauan  Riau  atas  undangan  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Daerah  dan Radio  Sing  dan Radio  la i n ,  hadi r  

mewakl i  e lemen  masyaraka t  perempuan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Radio  Erabaru  di  dalam  proposa lnya  menawarkan  

Program  Pengaja ran  Bahsa  Mandar i ,  ya i t u  dar i  har i  

Senin  s/d  Jum’a t  se lama  1  jam;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Forum  Dengar  pendapat  ada lah  sarana  untuk  

meni la i  apakah  rad io  te r t en tu  berhak  mendapat  

rekomendas i  ke layakan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  masukan  yang  d ibe r i k an  dalam  Forum  Dengar  

Pendapat  ada lah  ten tang  program  bela ja r  bahasa  

Mandar in  yang  di tawarkan  oleh  Radio  Erabaru ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ten tang  program  penga ja ran  bahasa  dar i  Radio  

Erabaru  mendapat  Respon  pos i t i f  karena  ada  penawaran  

pela j a ran  bahasa  as ing  dengan  c i r i  khas   adanya  

bahasa  Mandar in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  di  Batam,  rad io  Singapura  dan  rad io  Malays ia  

masuk  sedangkan  rad io  Erabaru  ada lah  pemain  loka l  

yang  pos i t i f ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dalam  Forum  Dengar  Pendapat  t i dak  ada  yang  
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kebera tan  dengan  s ia ran  rad io  Erabaru ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa  yang  hadi r  pada  Forum  dengar  Pendapat  adalah  

anta ra  la i n  waki l  pemimpin  redaks i  sa lah  satu  media-

massa,  budayawan,  Anggota  DPRD,  Pengamat  Ekonomi ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pihak  Tergugat  d isamping  mengajukan  

bukt i  te r t u l i s  juga  te lah  mengajukan  4 (empat )  orang  saks i  

bernama  AULIA  INDRIATY,  I r .  RAHMAN BAHARUDDIN,  I  GUSTI  

NGURAH WIRAJANA,  dan  DESLIANA DWITA dan  para  saks i  da lam 

pers idangan  te l ah  member ikan  kete rangan  d i  bawah  sumpah 

ada lah  sebaga i   ber i ku t  :

I . AULIA INDRIATY (Perempuan,  Warganegara  Indones ia ,  Agama 

Is l am,  Peker jaan  Waki l  Ketua  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Prop ins i  Kepulauan  Riau ,  tempat  lah i r  d i  

Kepulauan  Riau  tangga l  22  Jun i  1981,  tempat  t i ngga l  

Komplek  Kesehatan  No.16  RT.001/RW.0001,  Kelu rahan  

Tanjung  Pingg i r ,  Kecamatan  Sekupang,  Batam) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sebaga i  komis ione r  ber tugas  mengawasi  i s i  

s ia ran  dan  hadi r  da lam  Forum  Dengar  Pendapat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  tu j uan  diadakan  Forum  Dengar  Pendapat  adalah  
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Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  Kepulauan  Riau  

mengumpulkan  masyaraka t  untuk  hadi r  pada  Evaluas i  

Dengar  Pendapat  dengan  tu juan  agar  masyaraka t  

mengetahu i  i s i  dan  mis i  s ia ran  dar i  rad io - rad io  dan  

dalam  fo rum  te rsebu t  d imin takan  saran- saran  dar i  

masyaraka t  yang  had i r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Forum Dengar  Pendapat  membahas  program  tehn i s  

dan  admin is t r a s i ,  b idang  admin is t r a s i  yang  d ibahas  

ada lah  untuk  memer iksa  proposa l  dan  mengetahu i  s iapa  

pemi l i k  rad io  yang  d imohonkan  i j i n n ya ;

- Bahwa da lam Proposa l  rad io  Erabaru ,  kepemi l kan  rad io  

Erabaru  ada lah  bangsa  Indones ia ,  dan  pemi l i k nya  

se la i n  memi l i k i  rad io  Erabaru  juga  memi l i k i  media  

cetak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sete lah  proses  Evalus i  Dengar  Pendapat  se lesa i ,  

Komis ione r  diber i  kues ioner  untuk  di j awab  dengan  cara  

scor i ng  dan  dar i  has i l  skor i ng ,  ah l i  akan  member i  

rekomendas i  ke layakan  ke  KPI  Prop ins i  Kepulauan  

Riau- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Radio  Erabaru  dalam  skor i ng  d isebu tkan  

keun ikannya  ada lah  ada bahasa  Mandar in  yang  tu juannya  

ada lah  easy  l i s t en i ng ,  dengan  kompos is i  da lam 
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proposa lnya  ada lah  60% loka l / bahasa  Indones ia  dan  40% 

bahasa  

as ing /Mandar i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  da lam  kenten tuannya  penggunaan  Bahasa  Asing  

40%,  ya i t u  program  yang  d ip roduks i  p ihak  as ing  atau  

pember i t aan  dalam  bahasa  as ing ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  penggunaan  bahasa  di  dalam  proposa l  rad io  

Erabaru  prosen tase  bahasa  adalah  60% bahasa  Indones ia  

dan  40%  bahasa  as ing /Mandar i n  te tap i  d ida lam  

prak teknya  menjad i  seba l i k nya  dan  dalam  proposa l  

d isebu tkan  bahasa  as ing  untuk  pend id i kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  suatu  permohonan  dinya takan  layak  oleh  KPID,  

proses  se lan ju t nya  d i t e r uskan  ke  Forum Rapat  Bersama 

di  Kantor  Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  dan  

kemudian  te rb i t  I j i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Saks i  I r .  RAHMAN BAHARUDDIN  ( l ak i - lak i ,  Warganegara  

Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

dengan  jaba tan  Kepala  Seks i  Penetapan  Frekuens i  

Di rek to ra t  Jendera l  Pos dan te lekomun ikas i ,  tempat  lah i r  

d i  Palanro ,  tangga l  6  Desember  1969,  tempat  t i ngga l  d i  

J l .  Pangka lan  Jat i ,  RT.008/RW.009  Kelu rahan  Cip inang  

Melayu ,  Kecamatan  Makasar ,  Jakar ta  Timur ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa da lam mengajukan  per i j i n an  di  b idang  broadcas t  

penga juan  permohonan  I j i n  Peny ia ran  mela lu i  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia ,  pada  proses  di  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  ada  rekomendas i  ke layakan ,  sete lah  ada  

rekomendas i  ke layakan ,  permohon  per i j i n an  broadcas t  

d ia j ukan  ke  Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  dan  

pada  t i ngka t  Menter i  d i l akukan  Forum Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  saat  d i l aksanakan  Forum  Rapat  Bersama,  

untuk  daerah- daerah  sudah  ada  master - plan  nya,  untuk  

perba tasan  master  p lan  mengacu  pada  kana l  te r t en tu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa quota  kana l  f rekuens i  rad io  di  daerah  Kepulauan  

Riau  te rba tas  bag i  5  ( l ima )  pemohon,  sedangkan  

permohonan  I j i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  ada  7 

( tu j uh )  seh ingga  di l aksanakan  se leks i  te rhadap  7 

( tu j uh )  lembaga  peny ia ran  swasta  te rsebu t  yang  

has i l nya  i j i n  d ibe r i k an  kepada  5  pemohon  di  lua r  

Radio  Erabaru ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . I  GUSTI  NGURAH WIRAJANA  ( l ak i - lak i ,  Warganegara  

Indones ia ,  Agama Hindu ,  Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

dengan  jaba tan  Kepala  Sub.  Di rek to ra t  Admin is t r a s i  

per i j i n an  Radio  Depar temen  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  
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RI ,  tempat  lah i r  Bal i ,  tangga l  2  Jun i  1980,  tempat  

t i ngga l  d i  J l .  Kramat  Kosambi ,  RT.011 /RW.017,  Keluarahan  

Cip inang ,  Kecamatan  Pulo  Gadung,  Jakar ta  Timur ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa  PT.  Radio  Suara  harapan  Semesta  mengajukan  

permohonan  untuk  di te rb i t k an  I j i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  kepada  Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  

mela lu i  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  Kepulauan  

Riau;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  tahun  2006  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  

Kepulauan  Riau  membuat  fo rm  te rsend i r i  untuk  

memproses  permohonan  per i j i n an  dan  pada  waktu  i t u  

yang  te r j ad i  ada lah  se lu ruh  persyara tan  atas  

permohonan  per i j i n an  peny ia ran  dieva luas i  o leh  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Daerah  Kepulauan  Riau;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  oleh  karena  adanya  perbedaan  fo rm  maka 

di l akukan  Rapat  Kord inas i  untuk  memer iksa  proses  

penga juan  i j i n  penye lenggaraan  peny ia ran  dan  sete lah  

ada  rapa t  koord inas i ,  te rnya ta  ada  beberapa  

persyara tan  yang  harus  d i l engkap i  o leh  PT.  rad io  

Suara  harapan  Semesta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sete lah  syara t  d i l engkap i  maka  permohonan  

dik i r im  ke  kanto r  Menter i  Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  

la l u  dise lenggarakan  Forum  Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa da lam  Forum Rapat  Bersama  di l akukan  pen i l a i an  

te rhadap  seg i  tekn i s  dan  is i  program  s ia ran ,  

persyara tan  admin is t r a s i  untuk  rad io  Erabaru  sudah  

lengkap  te tap i  dalam  penggunaan  f rekuens i  t i dak  

sesua i  dengan  f rekuens i  yang  te rsed ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ada  7  ( tu j uh )  permohonan  i j i n  s ia ran  rad io ,  

dar i  7  permohonan  5  dian ta ranya  yang  mendapat  I j i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  2  permohonan  di to l ak  

te rmasuk  Radio  Erabaru /  PT.  Radio  Suara  harapan  

Semesta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa langkah  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  dan  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  RI  sete lah  ada  peno lakan  

ada lah  untuk  permohonan  yang  te l ah  dise tu j u i  da lam 30  

har i  te rb i t  I j i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  dan  

permohonan  yang  di to l a k  da lam  30  har i  te rb i t  Sura t  

Penolakan ;  - - - - - -

- Bahwa ten tang  peno lakan  permohonan  yang  dia j ukan  PT.  
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Radio  Suara  harapan  Semesta / r ad i o  Erabaru ,  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  secara  te r t u l i s  te lah  

mengi r im  sura t  kepada  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Kepulauan  Riau  untuk  d i l akukan  sos ia l i s a s i ,  

seh ingga  pada  saat  i t u  jangka  waktu  penolakan  

di t e rb i t k an  menjad i  meleb ih i  pera tu ran  dan  alasan  

sura t  peno lakan  t i dak  dik i r imkan  secara  langsung  

kepada  rad io  Erabaru  adalah  untuk  menghindar i  ge jo l ak  

dar i  masyaraka t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dalam Rapat  Koord inas i  anta ra  Menter i  Komunikas i  

dan  In fo rmat i k a  RI  dengan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

muncul  i ssue  bahwa  rad io  Erabaru  melakukan  s ia ran  

dalam Bahasa  Mandar in  seh ingga  pada  waktu  i t u  dimin ta  

untuk  mencabut  I j i n  Siaran ,  te tap i  sete lah  di te l i t i  

te rnya ta  pada  waktu  i t u  rad io  Erabaru  belum mempunya i  

i j i n  dan  pada  saat  Forum  Rapat  Bersama,  dasar  

peno lakan  te rhadap  rad io  Erabaru  ada lah  karena  

Program  Acara  t i dak  kons is t en  dengan  Proposa l ;  

- - - - - - - - - - -

- Bahwa  ten tang  kete r l ambatan  pember i t ahuan  peno lakan  

permohonan  i j i n  karena  ada  kont rove rs i  d i  ka langan  

masyaraka t ,  seh ingga  pemer in tah  dalam hal  in i  Menter i  

Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  RI  meminta  kepada  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Daerah  untuk  mensos ia l i s as i k an  

ten tang  peno lakan  permohon  i j i n  s ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Tentang  Forum  Rapat  Bersama  ada lah  program 
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bersama,   Ber i t a  Acara  Forum Rapat  Bersama  dipegang  

oleh  Pemer in tah  ser ta  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  dan  pemohon  berhak  untuk  mengetahu i  has i l  

Forum  Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa kewenangan  Pemer in tah  dalam Forum Rapat  Bersama 

ada lah  menel i t i  ha l - ha l  yang  menyangkut  admin is t r a s i  

dan f rekuens i ;  - - - - - - - - - - - - - - -

IV . DESLIANA  DWITA,  SIP  (Perempuan,  Warganegara  

Indones ia ,  Agama  Is l am,  Anggota  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Daerah  Prop ins i  Kepulauan  Riau ,  tempat  lah i r  

d i  Pekanbaru  tangga l  14 Desember  1975,  tempat  t i ngga l  d i  

Perum  Cendana  Blok  E8  No.15  RT.004/RW 023  Kelurahan  

Bel i an  Kecamatan  Batam  Kota ,  Batam) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  kewenangan  saks i  sebaga i  komis ione r  ada lah  

mengawas i  Program  Peny ia ran ,  mengeva luas i  peny ia ran ,  

mengeva luas i  i s i  s ia ran ;  - -

- Bahwa  rad io  Erabaru  sebe lumnya  sudah  memasukkan  

ke lengkapan  admin is t r a s i ,  kemudian  diadakan  

pene l i t i a n  verba l  dan  ada  eva luas i  dar i  masyaraka t ,  

sete lah  tahap  i t u  di l a l u i  permohonan  i j i n  d ibawa  ke  

pusat  untuk  di l akukan  Forum  Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  ten tang  permohonan  i j i n  rad io  Erabaru  adalah  

sebe lumnya  sudah  memasukkan  ke lengkapan  admin is t r a s i  

kepada  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah ,  kemudian  

diadakan  pene l i t i a n  verba l  dan  ada  eva luas i  dar i  

masyaraka t ,  sete lah  tahap  i t u  di l a l u i  permohonan  i j i n  

d ibawa  ke  pusat  untuk  di l akukan  Forum Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  pada  waktu  i t u  ada  7  permohonan  i j i n  dar i  

lembaga  peny ia ran ,  ada 2 lembaga  peny ia ran  yang  t i dak  

sesua i  dengan  proposa l  awal ,  rad io  Erabaru  penggunaan  

bahasa  t i dak  sesua i  proposa l  awal ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  eva luas i  bahasa  sesua i  proposa l  hanya  untuk  

pend id i kan ,  ka lau  untuk  pend id i kan  seharusnya  bahasa  

penganta r  yang  dipaka i  menggunakan  bahasa  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  has i l  Forum  Rapat  Bersama  berben tuk  Ber ia t a  

Acara  dan  ada  pada  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ten tang  prosen tase  bahasa  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  50  Tahun  2005  pasa l  61  

ten tang  bahasa  s ia ran  Jo.  Undang  Undang  No.32  Tahun  

2002;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa  ada  2  permohonan  yang  d i t o l a k  karena  t i dak  
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sesua i  dengan  proposa l  awal ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  pers idangan  tangga l  25  Maret  

2009   kedua  belah  pihak  secara  bersama- sama  te l ah  

mengajukan  Kesimpulan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  kedua  belah  pihak  

menyatakan  t i dak  mengajukan  suatu  apapun  lag i  dan  mohon 

Putusan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  

in i  maka sega la  sesuatu  yang  di t un j uk  dalam  ber i t a  acara  

pers i dangan  ada lah  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan putusan  in i .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  secara  lengkap  di  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  a  quo ,  

Tergugat  te lah  mengajukan  ekseps i  d i  da lam  Jawabannya  

te r t angga l  7  Januar i  2009,  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t :

1. Bahwa,  gugatan  Penggugat  t i dak  bera lasan  karena  t i dak  

memenuhi  keten tuan  Pasal  53  ayat  (2 )  Undang  Undang  

Nomor  9  Tahun  2004,  yakn i  keputusan  Tergugat  
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di l andaskan  pada  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2002  

ten tang  Peny ia ran ,  bukan  d i l andaskan  pada Undang Undang  

Nomor  36 Tahun 1999 ten tang  Komunikas i ,  seh ingga  dal i l -

da l i l  Penggugat  mengenai  pe langgaran  Terguga t  berka i t an  

dengan  penerapan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  

harus  di to l ak ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  alasan  atau  dasar  gugatan  Penggugat  t i dak  

menje laskan  keputusan  yang  ber ten tangan  keten tuan  yang  

spes i f i k  dalam  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2002  dan  

atau  pera tu ran  pelaksanaannya ,  seh ingga  gugatan  

Penggugat  menuru t  hukum harus  dinya takan  di to l ak ;  - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  a  quo ,  Penggugat  te lah  

menanggap i  da lam  Repl i knya  te r t angga l  21  Januar i  2009,  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  penetapan  Undang  

Undang  Peny ia ran  t i dak  te r l epas  dar i  eks is t ens i  Undang  

Undang  Nomor  36  Tahun  1999  ten tang  Telekomunikas i ,  se la i n  

i t u  penye lenggaraan  proses  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

te rdapa t  juga  pera tu ran - pera tu ran  la i n  yang  mengatu r  

tekn i s  prosedur  per i j i n an  te rsebu t ,  seh ingga  te lah  je l as  

sura t  keputusan  obyek  sengke ta  te lah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  ber ten tangan  

dengan  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang  Baik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  yang  dia jukan  o leh  

Tergugat  maupun  bantahan  Penggugat  a  quo ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  ekseps i  a  quo  t i dak  bers i f a t  eksept i f  

karena  t i dak  menyangkut  kewenangan  mengadi l i  pengad i l an  
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sebaga imana  dimaksud  keten tuan  Pasal  77  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  mela inkan  merupakan  

Ekseps i  La in  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  77 ayat  (3 )  Undang  

Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yang  hanya  dapat  d ipu tus  

bersama dengan  pokok  sengketanya ,  dengan  demik ian ,  ekseps i  

a  quo  harus  dinya takan  di t o l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  dan  yang  di t un tu t  pembata lan  atau  dinya takan  

t i dak  sah  ada lah  Sura t  Keputusan  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

162A/M.KOMINFO/VI I / 2008 ,  tangga l  17  Ju l i  2008,  per iha l  

Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  (buk t i  P- 2  =  T-

9) ,  yang  untuk  se lan ju t nya  disebu t  sura t  keputusan  

objek tum  l i t i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sura t  keputusan  objek tum  l i t i s  

secara  kumula t i f  te lah  memenuhi  semua  unsur  penetapan  

te r t u l i s  sebaga imana  di ten tukan  Pasa l  1  angka  3  Undang  

Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  seh ingga  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sura t  keputusan  objek tum  l i t i s  
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dik i r imkan  mela lu i  pos  pada  18  Agustus  2008  (cap  Pos)  dan  

di t e r ima  oleh  Penggugat  pada  21  Agustus  2008,  sedangkan  

penga juan  gugatan  di  Kepani t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  23  Oktober  2008,  dengan  demik ian  

penga juan  gugatan  Penggugat  masih  da lam tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  di ten tukan  Pasal  55  

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;  - - - - - - -

Menimbang,  bahwa penerb i t an  sura t  keputusan  objek tum  

l i t i s ,  yang  menolak  permohonan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  Penggugat  sangat  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat  

te rka i t  dengan  usahanya  d i  b idang  peny ia ran  karena  syara t -

syara t  Kelengkapan  Umum dan  Kelengkapan  Khusus  sebaga imana  

Lembaga  Peny ia ran  Swasta  te lah  dipenuh i  o leh  Penggugat ,  

dengan  demik ian  peno lakan  a  quo  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  maka  patu t  

untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  apakah  penerb i t an  sura t  keputusan  

objek tum  l i t i s  te lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  atau  melanggar  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  sebaga imana  dimaksud  

keten tuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang  Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat  ataukah  seba l i k nya ;  

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  se laku  Lembaga  Peny ia ran  
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Swasta  sebe lum  menyelenggarakan  keg ia tan  s ia rannya  waj ib  

mempero leh  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  dengan  memenuhi  

persyara tan  sesua i  dengan  keten tuan  hukum  yang  ber laku  

untuk  i t u  ( v ide  Pasa l  33  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang  Undang  

Republ i k  Indones ia  Nomor  32 Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran ) ;  

- - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

ada lah  hak  yang  d iber i kan  oleh  Negara  kepada  lembaga  

peny ia ran  untuk  menyelenggarakan  peny ia ran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  pember ian  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  berdasarkan  Pasa l  33  ayat  (4 )  

Undang  Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  32  Tahun  2002  

ten tang  Peny ia ran  dibe r i k an  oleh  Negara  sete lah  

mempero leh :

a. masukan  dan  has i l  eva luas i  dengar  pendapat  anta ra  

pemohon  dengan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b. rekomendas i  ke layakan  penye lenggaraan  peny ia ran  dar i  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

c . has i l  kesepaka tan  dalam  fo rum  rapa t  bersama  yang  

diadakan  khusus  untuk  per i z i nan  anta ra  Komis i  Peny ia ran  
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Indones ia  dan Pemer in tah ;  - - - - - - - -

d. i z i n  a lokas i  dan  penggunaan  spek t rum  f rekuens i  rad io  

oleh  Pemer in tah  atas  usu l  Komis i  Peny ia ran  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  mengenai  prosedur  pero lehan  

iz i n  penye lenggaraan  peny ia ran  te lah  dia tu r  da lam Pasal  4,  

5  dan  6  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  50  

Tahun  2005  ten tang  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga 

Peny ia ran  Swasta ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pero lehan  iz i n  penye lenggaraan  

peny ia ran  a  quo  d idahu lu i  dengan  penga juan  permohonan  

secara  te r t u l i s  o leh  pemohon kepada  Menter i  mela lu i  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  dengan  melampi r kan  persyara tan  

admin is t r a s i ,  program  s ia ran  dan  data  tekn i k  peny ia ran  

( v ide  Pasal  4  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  50 Tahun 2005) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasa l  107  Undang  Undang  

Nomor  5  Tahun  1986,  Maje l i s  Hakim  dalam  usaha  menemukan 

kebenaran  mater i i l  da lam  pemer iksaan  sengketa  in i ,  

menentukan  send i r i  beban  pembukt i an  beser ta  pen i l a i an  

pembukt i an  tanpa  bergantung  fak ta  dan  bukt i  yang  dia j ukan  

oleh  para  pihak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  dan  memer iksa  

bukt i - bukt i  sura t  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  di  
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pers idangan ,  dipero l eh  fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa,  Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  kepada  Menter i  Komunikas i  dan  

In fo rmat i ka  Republ i k  Indones ia  dengan  melampi r kan  

persyara tan  admin is t r a s i ,  program  s ia ran  dan  data  

tekn i k  peny ia ran ,  te r t angga l  22  Desember  2005  dan  

tangga l  13  September  2007,  sebaga imana  dimaksud  

keten tuan  Pasa l  4  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  50  Tahun  2005  (buk t i  P- 6 = T- 3,  T- 4) ;  

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  se jak  dipenuh inya  persyara tan  dan  ke lengkapan  

permohonan  Penggugat ,  komis i  Peny ia ran  Indones ia  Daerah  

Prov ins i  Kepulauan  Riau  te l ah  melakukan  Evaluas i  Dengar  

Pendapat  dengan  Pemohon in  casu  Penggugat  pada  tangga l  

19 Apr i l  2006,  sebaga imana  d ia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  

5  ayat  (5 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  50  Tahun  2005  (buk t i  T- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  se lesa i  Evaluas i  Dengar  Pendapat  a  quo ,  pada 

tangga l  29  Apr i l  2006,  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Daerah  Kepulauan  Riau  kemudian  menerb i t kan  Rekomendas i  

Kelayakan  Penye lenggaraan  Peny ia ran  beser ta  usu lan  

kana l  f rekuens i  106,5  MHz,  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  Pasal  5  ayat  (6 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  50  Tahun  2005  (buk t i  P- 7) ,  

untuk  sete rusnya  permohonan  Penggugat  beser ta  dokumen 

pendukung  la i nnya  di te ruskan  kepada  Komis i  Peny ia ran  

96

96

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indones ia  Pusat  (buk t i  P- 7B) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  da lam  Ber i t a  Acara  Hasi l  Forum  Rapat  Bersama 

Untuk  Per i z i nan  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Lembaga 

Peny ia ran  Swasta  Di  Prov ins i  Kepulauan  Riau,  tangga l  5 

Oktober  2007  dan  Notu len  Forum  Rapat  Bersama  anta ra  

Pemer in tah  dan Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Untuk  Wilayah  

Layanan  Prov ins i  Kepulauan  Riau ,  tangga l  5  Oktober  

2007,  d inya takan  bahwa  Permohonan  Lembaga  Peny ia ran  

Jasa  Peny ia ran  Radio ,  yakn i  PT.  Radio  Suara  Harapan  

Semesta  untuk  mendapatkan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  di to l a k ,  karena  berdasarkan  moni to r i ng  

te rhadap  program  s ia ran  yang  di l akukan  oleh  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Daerah  Kepulauan  Riau,  program 

s ia rannya  t i dak  kons is t en  dengan  proposa l  awal  (buk t i  

T- 11  dan  T- 12) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  berdasarkan  Forum  Rapat  Bersama  a  quo ,  maka 

Menter i  Komunikas i  dan In fo rmat i k a  pada tangga l  17 Ju l i  

2008  akh i rnya  menerb i t kan  sura t  keputusan  objek tum  

l i t i s  (buk t i  P- 2 = T- 9) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa penerb i t an  sura t  keputusan  objek tum  

l i t i s  didasarkan  atas  keten tuan  Pasa l  33  ayat  (4 )  Undang  

Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  32  Tahun  2002,  ten tang  

Peny ia ran  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indnes ia  Nomor  

50  Tahun  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  33  ayat  

(4 )  a  quo ,  syara t - syara t  pember ian  Iz i n  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  a  quo ,  bers i f a t  kumula t i f ,  maka  te lah  je l as ,  

karena  has i l  kesepaka tan  dalam Forum Rapat  Bersama (buk t i  

T- 11,  T- 12)   te l ah  menolak  permohonan  Penggugat  untuk  

mendapatkan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran ,  dengan  

demik ian  Tergugat  sesua i  dengan  kewenangannya  

di t e rb i t k an l ah  Penolakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  

objek tum  l i t i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  alasan  peno lakan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  yang  dinya takan  dalam bukt i  T- 11  

dan  T- 12  a  quo ,  d ikua tkan  pula  dengan  kete rangan  saks i  

Tergugat  I  Gust i  Ngurah  Wira jana  dan  Desl i ana  Dwi ta  SIP. ,  

bahwa  peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran  Penggugat  

te rka i t  dengan  proposa l  Penggugat  menyangkut  prosen tase  

is i  s ia ran  berbahasa  as ing  (Mandar in )  yang  meleb ih i  30% 

dar i  to ta l  s ia ran  acara  sebaga imana  d i t en tukan  pasa l  14  

Ayat  (2 )  Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Nomor  02 

Tahun  2007  ten tang  Pedoman Per i l a ku  Peny ia ran  Juncto  Pasa l  

38  ayat  (2 )  Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Nomor  03  

Tahun  2007  ten tang  Standar  Program  Siaran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  alasan  a  quo ,  berdasarkan  
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saks i  Terguga t ,    I r .  Rahman  Baharudd in ,  karena  

kete rsed iaan  spect rum  f rekuens i  rad io  di  daerah  Kepulauan  

Riau  te rba tas  bag i   5  ( l ima )  pemohon,  seh ingga  

di l aksanakan lah  se leks i  te rhadap  7 ( tu j uh )  pemohon lembaga  

peny ia ran  swasta  rad io ,  yang  has i l n ya  2  (dua)  pemohon,  

te rmasuk  Penggugat  di to l ak  permohonannya  dengan  a lasan  

kete rba tasan  spec t rum  f rekuens i   dan  ket i dakkons i s t ens i nya  

program  s ia ran  dengan  proposa l  awal ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pelaksanaan  se leks i  a  quo 

sebaga imana  dimaksud  keten tuan  Pasal  6  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  50  Tahun  2005,  yakn i  

d i l aksanakan  oleh  Menter i  bersama  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  da lam  Forum  Rapat  Bersama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  peno lakan  Iz i n  

Penye lenggaraan    Peny ia ran  objek tum  l i t i s  d i t e r b i t k an  

meleb ih i  30  ( t i g a  pu luh )  har i ,  sebaga imana  kete rangan  

kuasa  Tergugat  d i  pers i dangan  dinya takan  bahwa  sete lah  

adanya  Forum  Rapat  Bersama  yang  menolak  permohonan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  Penggugat ,  maka  Penggugat  

mengajukan  permohonan  pen je lasan  sta tus  Iz i n  

Penye lenggaraan  Peny ia ran  PT.  Radio  Suara  Harapan  Semesta  

Batam  kepada  Di rek tu r  Peny ia ran  Sarana  Komunikas i  dan  

Diseminas i  In fo rmas i  (buk t i  T- 19) ,  yang  di t i n dak - lan ju t i  

o leh  Tergugat  dengan  mengundang  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  
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(buk t i  T- 20)  dan  yang  pada  akh i rnya  d i t uangkan  secara  

lengkap  dalam  Laporan  Si tuas i  Di rek tu r  Peny ia ran  kepada  

Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  Sarana  Komunikas i  dan  Diseminas i  

In fo rmas i  (buk t i  T- 21) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Laporan  Si tuas i  (buk t i  T- 21)  a  quo 

menje laskan  bahwa  keb i j a kan  Tergugat  yang  t i dak  ser ta -

merta  mengeluarkan  keputusan  peno lakan  sete lah  Forum Rapat  

Bersama  tangga l  5  Oktober  2007,  sebaga imana  dimaksud  

keten tuan  Pasal  5  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  50  

Tahun  2005,  yang  mewaj ibkan  Menter i  menerb i t kan  keputusan  

perse tu j uan  atau  peno lakan  Iz i n  Penye lenggaraan  Peny ia ran ,  

keb i j akan  te rsebu t  d i tempuh  dengan  maksud  member ikan  

kesempatan  kepada  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  dan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Daerah  Kepulauan  Riau  untuk  

mensos ia l i s as i k an  kesepaka tan  Forum  Rapat  Bersama  kepada  

pemohon  yang  bersangku tan  dengan  harapan  permasa lahan  

t i dak  ber lan ju t ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  bukt i  T- 6  berupa  Memo Dinas  

Pl t .D i r e k t u r  Jendera l  Sarana  Komunikas i  dan  Diseminas i  

In fo rmas i  kepada  Sekre ta r i s  Jendera l  Kement r i an  Komunikas i  

dan  In fo rmat i k an  Republ i k  Indones ia  ten tang  Tanggapan  New 

Tang Dynasty  TV,  bukt i  T- 7 berupa  ber i t a  in te rne t  mengenai  

tuduhan  s ia ran  rad io  Penggugat  yang  mendisk red i t k an  

Komunisme  dan  Pemer in tah  Republ i k  Rakyat  China  mela lu i  

s ia ran  Falun  Gong,  bukt i  T- 10  berupa  Laporan  Si tuas i  yang  

anta ra  la i n  mengenai  Falun  Gong  ser ta  bukt i  P- 19  berupa  

Sura t  Kedutaan  Besar  Republ i k  Rakyat  China  kepada  
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Depar temen  Luar  Neger i  Republ i k  Indones iayang  di tembuskan  

kepada  Tergugat ,  bukt i - bukt i  a  quo  menuru t  pendapat  

Maje l i s  Hakim  bers i f a t  po l i t i s  yang  bukan  merupakan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  menguj i nya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dihubungkan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka  proses  pers iapan  dalam 

pembentukan  mater i  sura t  keputusan  objek tum  l i t i s  te l ah  

di l akukan  dengan  cermat  oleh  Terguga t  dengan  menel i t i  

semua fak ta  yang  re levan  dan  te l ah  memper t imbangkan  has i l  

kesepaka tan  dalam  Forum  rapa t  Bersama  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  te rka i t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  rangka ian  per t imbangan  a  

quo ,  te lah  te rbuk t i  bahwa  penerb i t an  sura t  keputusan  

objek tum  l i t i s  ba ik  di t i n j a u  dar i  seg i  prosedur  fo rma l  

maupun  mater i nya  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  untuk  i t u  dan  t i dak  melanggar  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  sebaga imana  dimaksud  

keten tuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang  Undang  

Nomor  9  Tahun  2004,  seh ingga  dal i l  Penggugat  t i dak  

bera lasan  hukum untuk  dikabu l kan ,  dengan  demik ian  gugatan  

Penggugat  harus  d inya takan  d i t o l a k  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  di to l a k  se lu ruhnya ,  maka sesua i  keten tuan  Pasal  
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110  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  kepada  Penggugat  

dihukum  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  

dican tumkan  dalam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  yang  i r e l e van  dengan  

sengketa  in i  yang  te l ah  dia j ukan  oleh  para  pidak  di  

pers i dangan  dikesampingkan ,  namun  te tap  dalam  satu  

kesatuan  berkas  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  keten tuan  da lam  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  te rka i t ;  - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak  ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  membayar  biaya  perkara  se jumlah  Rp.  

184.000 , -  (se ra tus  de lapan  puluh  empat  r i bu  rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  pada  har i  Senin  13  Apri l  2009  o leh  

WENCESLAUS,  S.H. ,  se laku  Ketua  Maje l i s  Hakim,  SRI  
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SETIOWATI,S .H . ,  dan  BONNYARTI  KALA  LANDE,  S.H.M.H. ,  

masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,   Putusan  te rsebu t  

d iucapkan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  

har i  in i ,  Selasa  14 Apri l  2009  o leh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  Dra.  DIANA se laku  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dihad i r i  o leh  Kuasa  

Hukum  Penggugat   tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  maupun 

kuasanya .

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

       t . t . d  t . t . d

WENCESLAUS, S.H.

SRI  SETIOWATI,S .H .

         t . t . d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

t . t . d

        Dra.  DIANA

Rincian  biaya  perkara:

1. Pendaf ta ran  Rp.  30.000 , -

2. Metera i Rp.   6.000 , -

3. Redaks i Rp.    5.000 , -

4. Leges Rp.    3.000 , -

5. Panggi l an - pangg i l an                Rp. 140.000 , -  

                                        __________________
______________  +

J u m l  a h Rp. 184.000 , -   

                              (Sera tus  delapan  puluh  empat  
r i bu )  

Halaman 103 dar i  104 halaman Putusan  No.166 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

   

104

104

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104


